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BAB |
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang -Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka rencana pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), yang selanjutnya
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)
adalah dokumen vyang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
KUA Kota Depok Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan ketersediaan
sumber daya yang dimiliki yang bertumpu pada penetapan prioritas
pembangunan berbasiskan pada kebutuhan/aspirasi rakyat. Tujuan rencana
pembangunan yang tertuang dalam KUA Kota Depok Tahun 2020 adalah untuk
meningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan
kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan KUA lebih

disederhanakan dengan menekankan pada penjelasan kondisi ekonomi
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makro daerah pada saat penyusunan, asumsi penyusunan APBD,
kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi
pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud adalah memuat langkah-
langkah kongkrit dalam mencapai target program dan kegiatan yang akan
direncanakan.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2020 ini juga merupakan bagian dari
upaya Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kota Depok 2016-2021 yang dijabarkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun Anggaran 2020.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020 ini nantinya menjadi
petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan
PPAS Tahun Anggaran 2020, penyusunan RAPBD Kota Depok Tahun Anggaran
2020; yang selanjutnya APBD menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan

daerah selama satu tahun anggaran.

1.2 Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Kota Depok Tahun 2020 bertujuan untuk :

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang
akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Depok tahun
anggaran 2020;

2. Sebagai landasan serta pedoman umum dalam penetapan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

3. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Depok dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan
APBD Kota Depok Tahun 2020.

1.3 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan KUA Kota Depok Tahun Anggaran 2020 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat |l Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Il Cilegon
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6177);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Lalu-lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
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17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga
atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 92);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
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24,

25.

26.

27

28.

29.

30.

31.

Negara, Penerima Pnsiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan
Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengelolaan Investasi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem

Informasi Pembangunan Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan;
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35.

36.
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38.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran

Kecamatan;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Depok Tahun 2006-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok
Tahun 2006-2025;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Depok  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Perusahaan

Daerah Air Minum Kota Depok;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun
2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota

Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-

2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok
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Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
07 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021

40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
41.Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

42.Peraturan Walikota Depok Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020.
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BAB I
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO TAHUN SEBELUMNYA

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk
melihat perkembangan ekonomi suatu daerah. PDRB dapat menggambarkan
dengan jelas pertumbuhan ekonomi dari berbagai aspek, termasuk
perhitungannya ke sektor - sektor usaha yang berjumlah ada 17 sektor.
Analisis ekonomi daerah dengan menggunakan indikator PDRB dilakukan untuk
mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk
digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan
kerangka ekonomi daerah.

PDRB merupakan nilai tambah bruto keseluruhan barang dan jasa yang
diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. PDRB
tersaji dalam dua besaran, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan
PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku disusun
berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan
untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga
konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk

mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB ADHK adalah tolok ukur paling baik untuk melihat perkembangan
ekonomi suatu wilayah karena faktor inflasi (kenaikan) harga tidak dihitung
pada indikator tersebut, sehingga menunjukkan kenaikan/penurunan secara
riil. Jika menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maka analisis
perkembangan ekonomi suatu wilayah memberikan gambaran pertumbuhan
semu, karena bisa jadi jumlah produk tidak meningkat tetapi akibat harga
produk meningkat (akibat inflasi) maka terkesan terjadi pertumbuhan

ekonomi. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :
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a. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap
sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian; pertambangan dan
penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas, pengadaan
air-pengolahan sampah-limbah; bangunan; perdagangan besar dan eceran;
transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum;
informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa
perusahaan; administrasi pemerintahan; jasa pendidikan; jasa kesehatan
dan kegiatan sosial serta jasa-jasa lainnya;

b. Untuk mengetahui struktur perekonomian;

c. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu
indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;

d. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/

perubahan harga produsen.

Nilai PDRB Kota Depok pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku
sebesar Rp. 58,34 trilyun, kinerja ekonomi Kota Depok mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 53,33 trilyun. Begitu
pula dengan PDRB tahun 2017 atas dasar harga konstan (ADHK 2010) sebesar
Rp. 42,94 trilyun yang mengalami kenaikan sebesar 6,65 persen dibanding
tahun sebelumnya sebesar Rp. 40,26 trilyun. Hal ini memperlihatkan
perkembangan ekonomi Kota Depok terus meningkat setiap tahunnya dan
menunjukkan terjadinya peningkatan nilai produk secara riil. Peningkatan
nilai produk bisa mengindikasikan terjadinya penambahan investasi, merekrut
lebih banyak tenaga kerja untuk memproduksi, yang pada akhirnya

berdampak pada peningkatnya pendapatan para pekerja (masyarakat).

Perkembangan PDRB (ADHK 2010) Kota Depok dari 2012-2017 dapat
dilihat pada grafik 2.1.
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Grafik 2.1.PDRB Kota Depok Tahun 2012-2017 (dalam juta rupiah)
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Sumber: PDRB Lapangan Usaha Kota Depok (BPS, 2018)

Struktur perekonomian

Kondisi ekonomi Kota Depok dapat pula dilihat dari distribusi PDRB
menurut sektor-sektor yang menunjukkan struktur perekonomian suatu

wilayah. Pengelompokan PDRB berdasarkan sektor, terdiri atas :

1) Sektor Primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau
bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam
seperti tanah dan deposit di dalamnya. Yang termasuk kelompok ini
adalah sektor Pertanian serta sektor Pertambangan dan Penggalian.

2) Sektor Sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan bahan mentah atau
bahan baku baik berasal dari sektor Primer maupun dari sektor Sekunder
menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mencakup sektor
Industri Pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air-pengolahan
sampah-limbah, dan sektor Bangunan.

3) Sektor Tersier, atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak
memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor
yang tercakup adalah perdagangan besar dan eceran; transfortasi dan
pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan

komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan;
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administrasi pemerintahan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan

sosial serta jasa-jasa lainnya.

Grafik 2.2. Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2013 - 2017
(ADHB) (dalam %)
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Sumber: PDRB Lapangan Usaha Kota Depok (BPS, 2018)

Pada grafik 2.2 dapat dilihat bahwa Selama periode 2013-2017,
struktur lapangan usaha masyarakat Kota Depok mulai terus bergeser dari
kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier yang
terlihat dari besarnya kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok
lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kota Depok. Pada tahun
2017, peranan kelompok sektor sekunder menurun dari 51,22 % (2016)
menjadi 50,82% (2017); pada sisi lainnya peranan kelompok sektor tersier
terhadap pembentukan PDRB tercatat terus mengalami peningkatan,
kontribusi sektor tersier memberikan sumbangan sebesar 47,78 persen (Tabel
2.1), mengalami kenaikan sebesar 0,45 persen dibandingkan dengan tahun
2016. Konstribusi pada kelompok lapangan usaha tersier di dominasi oleh
sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor,

dengan konstribusinya mencapai 21,75 persen.
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Kelompok lapangan usaha primer dan sekunder memberikan
sumbangan masing-masing sebesar 1,4 persen dan 50,82 persen. kelompok
lapangan usaha ini terus mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya. Penurunan sektor primer disumbang oleh menurunnya
lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sedangkan pada sektor
sekunder kontribusi terbesar adalah industri pengolahan yang memberikan
konstribusi sebesar 31,13 tetapi mengalami penurunan setiap tahunnya
sebesar 1,21 persen sehingga memberi pengaruh yang cukup besar dalam
penurunan kontribusi sektor sekunder terhadap perekonomian Kota Depok,
meskipun terjadi peningkatan peranan pada sektor konstruksi sebesar 0,78
persen, tetapi belum mampu memberikan andil pada peningatan kontribusi
kelompok sektor sekunder karena kontribusi sektor ini hanya 19,31 persen.

Tabel 2.1. Konstribusi PDRB Kota Depok Menurut Kategori Lapangan
Usaha (persen) Tahun 2013-2017

No. JENIS LAPANGAN USAHA 2013 2014 2015 2016 2017
| SEKTOR PRIMER 1,46 1,48 1,44 1,45 1,40
A Pertanian, Kehutanan & Perikanan 1,46 1,48 1,44 1,45 1,40
B Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
] SEKTOR SEKUNDER 53,17 | 52,77 51,80 51,22 50,82
(ol Industri Pengolahan 34,78 34,40 33,27 32,34 31,13
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,22 0,23 0,22 0,28 0,31
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07
F Konstruksi / Bangunan 18,09 18,07 18,23 18,53 19,31
] SEKTOR TERSIER 45,37 | 45,75 46,76 47,33 | 47,78
G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil 21,21 21,39 21,59 21,69 21,75
H Transportasi dan Pergudangan 3,94 4,22 4,60 4,60 4,54
| Penyediaan Akomodasi dan Makan 3,32 3,37 3,44 3,57 3,75
J Informasi dan Komunikasi 1,67 1,62 1,69 1,76 1,86
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,95 3,87 3,94 4,10 4,05
L Real Estat 1,61 1,58 1,55 1,54 1,57
M,N Jasa Perusahaan 0,22 0,20 0,20 0,20 0,20
o) Administrasi Pemerintahan Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib 2,92 2,83 2,80 2,7 2,63
P Jasa Pendidikan 2,32 2,49 2,58 2,61 2,73
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,89 0,91 1,00 1,04 1,08
R,S,T,U | Jasa lainnya 3,33 3,28 3,35 3,52 3,61
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Depok 2012-2017
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PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita adalah nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah
penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita sering dipakai untuk
menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin
tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat

kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.

Pada tahun 2017, secara agregat PDRB per kapita Kota Depok mencapai
Rp 25,87, meningkat 1,41 persen bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang
sebesar Rp. 24,46. PDRB perkapita Kota Depok yang dihitung dari PDRB atas
dasar harga konstan sebesar Rp. 18.470.957 pada tahun 2016 dan pada tahun
2017 menjadi Rp. 19.045.987 atau meningkat 3,11 persen. Berdasarkan
kenaikan PDRB per Kapita menurut harga konstan tersebut, daya beli

masyarakat Kota Depok pada tahun 2017 secara riil mengalami peningkatan.
2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi Kota Depok pada tahun 2017 mengalami sedikit
perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2016. Laju
pertumbuhan PDRB Kota Depok tahun 2017 mencapai 6,65 persen, sedangkan
tahun 2016 sebesar 7,28 persen sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.2.
Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Tahun 2017 dicapai oleh Sektor
informasi dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan sebesar 13,37
persen, disusul oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar
10,37 persen pada urutan kedua dan dan Real Estat sebesar 10,11 persen
pada urutan ketiga. Sedangkan pertumbuhan terendah pada Tahun 2017
terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang hanya
mencapai 1,58 persen. Secara umum keenam belas kategori sektor ekonomi
di Kota Depok pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang positif. Satu
sektor mengalami pertumbuhan nol vyaitu sektor pertambangan dan

penggalian (Tabel 2.3).
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Tabel 2.2. PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi PDRB Kota
Depok Tahun 2013-2017
URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017
(1) [2] [4] (5] [6]
PDRB Perkapita Atas
Dasar Harga Berlaku 19.685.837,36 [21.542.100,93 | 23.043.524 | 24.465.884 | 25.879.006
(Rp)
PDRB Perkapita Atas
dasar harga Konstan 16.719.086,76 (17.306.428,99 [17.817.094,82 (18.470.957,45 |  19.045.987
Tahun 2010 (Rp)
Pertumbuhan Ekonomi 6,85 7,28 6,64 7,28 6,65

Sumber : PDRB Lapangan Usaha Kota Depok 2018 - BPS

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Menurut Lapangan

Usaha Tahun 2013-2017

Kategori Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016*) | 2017*%)
1 2 3 4 5 6 7
A PerFaman, Kehutanan, dan 0,48 487 1,57 3,08 1,58
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C Industri Pengolahan 3,57 4,93 3,41 4,27 3,18
D Pengadaan Listrik dan Gas 7,75 7,79 5,12 7,94 4,44
Pengadaan Air, Pengelolaan
E Sampah, Limbah dan Daur 4,23 4,43 5,28 5,68 6,90
Ulang
F Konstruksi 7,81 7,69 9,33 9,44 9,94
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil dan 10,26 9,78 7,19 8,31 7,42
Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 8,20 5,19 9,65 6,69 5,41
| Penyedlqan Akomodasi dan 9,52 9,13 8,23 9.77 10,37
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 7,00 | 15,36 16,73 14,23 13,37
K Jasa Keuangan dan Asuransi 15,71 5,49 7,87 | 10,91 4,22
L Real Estat 8,07 7,49 6,56 8,15 10,11
M,N Jasa Perusahaan 4,30 0,41 6,90 6,92 9,13
Administrasi Pemerintahan,
0] Pertahanan dan Jaminan -0,65 1,21 2,78 3,02 3,13
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 10,28 | 15,33 10,12 8,34 9,38
Q .Slg:iaa:(esehatan dan Kegiatan 7.19 | 16,03 11,07 9,28 9,69
R,S,T,U | Jasa lainnya 9,28 9,60 9,27 9,91 10,09
Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,85 7,28 6,64 7,28 6,65

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Kota Depok 2018

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Depok Tahun Anggaran 2020

15



Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun 2017, berdasarkan
perhitungan BPS Kota Depok yang dipublikasikan pada Tahun 2018 adalah
sebesar 6,65 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2016 sebesar
0,63 persen. Angka ini masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan rata-
rata Jawa Barat yang sebesar 5,29 persen, juga diatas laju pertumbuhan
ekonomi nasional yang sebesar 5,07 persen. Perkembangan laju pertumbuhan

ekonomi Kota Depok dalam kurun 5 tahun tersaji pada Grafik 2.3.

Grafik 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2013-
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Sumber : BPS Kota Depok 2018, BPS Jawa Barat 2018, BPS RI 2018

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Depok pada tahun 2017
dibandingkan tahun 2016 disebabkan karena melambatnya beberapa kategori
lapangan usaha seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor, industri pengolah, transportasi dan pergudangan, jasa

keuangan dan asuransi, serta pertanian, kehutanan dan perikanan.
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2.1.3 Inflasi di Kota Depok

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator
ekonomi makro yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat
kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan
manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil
dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil
keputusan. Inflasi yang tidak stabil juga akan menyulitkan keputusan
masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada
akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Mengingat pentingnya
peran inflasi terhadap kondisi sosial - ekonomi daerah, menjadikan indikator
ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan
keuangan Kota Depok.

Letak Kota Depok yang berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta
mengakibatkan dinamika perubahan harga barang dan jasa di kedua wilayah
ini saling mempengaruhi secara timbal balik yang disebabkan oleh mudahnya
akses atau aliran informasi terkait perubahan harga. Inflasi penting untuk
diperhitungkan mengingat bahwa indikator ini dapat memberi gambaran
seberapa besar tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena
kenaikan harga barang (jika pendapatan masyarakat tidak meningkat lebih
tinggi) dapat menyebabkan lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk

jumlah barang/jasa yang sama di waktu sebelumnya.

Inflasi Kota Depok pada rentang waktu 2010-2018 inflasi di Kota Depok
mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018
inflasi Kota Depok sebesr 2,86 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017
yang mencapai 3,93 persen. Tingkat inflasi tertinggi terjadi Pada tahun 2013,
Kota Depok mengalami tingkat inflasi tertinggi yaitu sebesar 10,97 persen.

Pada tahun 2015 inflasi di Kota Depok tercatat paling rendah sekitar 1,87
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persen. Lebih lanjut perkembangan inflasi di Kota Depok ditunjukan pada
grafik 2.4 berikut :

Grafik 2.4 Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa
Tahun 2010-2018
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Sumber : BPS Kota Depok 2018

2.1.4 Gini Ratio

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata dapat menyebabkan
bertambah lebarnya ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat
(yang kaya dan yang miskin) dan kesejangan atau ketimpangan pendapatan
antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi
antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah
kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi
yang makin lebar dan tajam. Suatu besaran yang menggambarkan seberapa
besar ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah pada suatu
waktu adalah gini rasio atau koefisien gini. Nilai gini rasio (GR) berkisar
antara 0 hingga 1 dengan klasifikasi  ketimpangan rendah (GR<O0,3),
ketimpangan sedang (0,3<GR<0,5) dan ketimpangan tinggi (GR>0,5).

Pada grafik 2.5, dapat dilihat bahwa gini rasio Kota Depok sepanjang
tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013-2014 mengalami
penurunan dari 0,3981 menjadi 0,3652; pada tahun 2014-2015 mengalami
kenaikan dari 0,3652 menjadi 0,4025; pada tahun 2015-2016 mengalami
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penurunan dari 0,4025 menjadi 0,3539 dan pada tahun 2017 gini rasio dapat

dipertahankan pada posis yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu 0,3539.

Berdasarkan grafik 2.5, ketimpangan di Kota Depok termasuk dalam
kategori ketimpangan sedang antara penduduk kaya dengan penduduk miskin.
Hal ini perlu direspon dengan tepat agar stabilitas sosial ekonomi masyarakat
Kota Depok dapat terjaga, upaya pendekatan dapat dilakukan antara lain
melalui upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial
politik, memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, memberikan
pelatihan-pelatihan untuk penciptaan wirausaha baru, peningkatan kualitas
dan ketersediaan layanan publik yang mampu menjangkau seluruh kelompok
masyarakat dan kemudahan Investasi serta peningkatan kualitas SDM melalui
pendidikan dan pelatihan vokasi, termasuk juga upaya untuk mengurangi
kesenjangan antar wilayah melalui pengalokasian dana kelurahan untuk
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat

di kelurahan.

Grafik 2.5 Perkembangan Indeks Gini ratio Kota Depok
Tahun 2013-2017
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2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif
mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai
dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut.
Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan
kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah. Untuk mencapai tujuan
tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan
kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek
intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli),
serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam

pembangunan akan dengan sendirinya meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok pada Tahun 2018
mengalami peningkatan 0,46 poin dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi
80,29 poin (tahun 2017 sebesar 79,83 poin). IPM diukur melalui 3 indikator
yakni indeks pengetahuan, indeks kesehatan dan indeks pengeluaran.
Tingginya nilai IPM Kota Depok menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan

masyarakat Kota Depok relatif baik.

Tabel 2.4. Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok Tahun 2014-2018

Umur Harapan R p l
Harapan Lama ata-rata engeluaran
Tahun . Lama Sekolah Per Kapita IPM
Hidup Sekolah (tahun) (Rp 000)
(tahun) (tahun) P
2014 73,96 13,3 10,58 14.239 78,58
2015 73,98 13,54 10,71 14.424 79,11
2016 74,01 13,86 10,76 14.560 79,60
2017 74,04 13,87 10,84 14.727 79,83
2018 74,17 13,90 10,85 15.262 80,29

Sumber : BPS Kota Depok 2018
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Perbandingan capaian IPM Kota Depok dengan Capaian IPM Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada Grafik 2.6. Capaian IPM Kota
Depok sebesar 80,29 lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Jawa Barat yang
hanya mencapai 71,30. Capaian IPM Kota Depok termasuk pada kategori
sangat tinggi.

Grafik 2.6. IPM Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat
Tahun 2013 - 2018
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2.1.6 Tingkat Kemiskinan.

Kemiskinan menurut buku Strategi Nasional Penanggulangan
Kemiskinan adalah masalah multidimensi. Kemiskinan bukan hanya diukur
dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang
atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi
miskin, dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan
kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Oleh sebab itu,
pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah
sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral yang terpusat, seragam dan
berjangka pendek. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada

pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya penghormatan,
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perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka, yaitu hak

sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai sebuah permasalahan sosial,
kemiskinan harus dilihat pula dari perspektif ekonomi yang berada diluar
struktur diatas. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat dalam
pengentasan kemiskinan. Dengan pertumbuhan ekonomi vyang stabil
diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat,
sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

mampu mengurangi jumlah penduduk miskin.

Pemerintah Kota Depok menggunakan alat ukur Tingkat Kemiskinan
untuk memberikan gambaran umum tentang jumlah penduduk miskin.
Tingkat Kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin
terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis
kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita
setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan
konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup

layak.

Berdasarkan Data Kondisi Perekonomian Kota Depok Tahun 2010-2018,
Tingkat kemiskinan Kota Depok di Tahun 2010 sebesar 2,84 persen dan
mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 2,14 persen. Apabila
dibandingkan secara regional, Tingkat kemiskinan Kota Depok tahun 2018
berada jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional (10,12 %) maupun Provinsi
Jawa Barat (7,83 % ). Artinya penduduk diatas garis kemiskinan pada Tahun
2018 sebesar 97,86%.
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Grafik 2.7. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) dan Tingkat Kemiskinan (%)
Kota Depok Tahun 2010 - 2018
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Sumber Data : BPS Kota Depok Tahun 2018

Jumlah penduduk miskin di Kota Depok selama lima tahun terakhir
mengalami peningkatan dari 49.253 orang pada tahun 2010 menjadi 49.394
orang pada tahun 2018. Tetapi persentase penduduk miskin selama delapan
tahun terakhir mengalami penurunan dari 2.84 persen pada tahun 2010

menjadi 2.14 persen pada tahun 2018.

Tabel 2.5. Tabel Kemiskinan Kota Depok Tahun 2010-2018

Jumlah Head Indeks Indeks Garis
Count Kedalaman Keparahan .
Tahun Penduduk Ind ki icki Kemiskinan
Miskin ndex Kemiskinan Kemiskinan (Rp)
PO P1 P2
2010 49.253 2,84 0,51 0,14 310.279
2011 48.906 2,75 0,50 0,14 358.259
2012 48.269 2,46 0,24 0,04 413.638
2013 45.912 2,32 0,26 0,06 443.302
2014 44.483 2,18 0,4 0,09 462.069
2015 50.546 2,40 0,23 0,06 496.747
2016 50.561 2,34 0,30 0,06 522.934
2017 52.756 2,34 0,25 0,06 556.470
2018 49.394 2,14 0,31 0,06 615.255
Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2018
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2.1.7 Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Jumlah angkatan kerja di Kota Depok Tahun 2018 sebesar 1.101.372
orang yang terdiri dari 705.353 orang laki-laki dan 396.019 orang perempuan.
Dari jumlah tersebut yang mendapatkan kesempatan bekerja sekitar
1.028.292 orang, terdiri dari atas laki-laki sebanyak 660.125 orang dan
perempuan 368.167 orang. Dengan demikian masih ada yang belum
mendapat kesempatan kerja, yaitu sebanyak 73.080 orang yang terdiri atas
laki-laki sekitar 45.228 orang dan perempuan 27.852 orang. Penduduk Kota
Depok yang termasuk dalam bukan angkatan kerja sebanyak 656.869 orang,
dengan rincian 176.166 orang sedang sekolah, 424.725 orang mengurus

rumahtangga dan lainnya sebanyak 55.978 orang.

Tabel 2.6. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)
Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok

Tahun 2018
. Laki-laki Perempuan Laki-laki +
Kegiatan Utama Perempuan
N % N % N %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Angkatan Kerja 705.353 80,16 | 396.019 45,09 | 1.101.372 | 62,64
a. Bekerja 660.125 93,59 368.167 92,97 | 1.028.292 | 93,36
b. Pengangguran 45,228 6,41 27.852 7,03 73.080 6,64
Bukan Angkatan Kerja 174.545 19,84 | 482.324 54,91 656.869 | 37,36
a. Sekolah 88.652 50,79 87.514 18,14 176.166 | 26,82
b. Mengurus 46.449 26,61 378.276 78,43 424.725 | 64,66
Rumahtangga
c. Lainnya 39.444 22,60 16.534 3,43 55.978 8,52
Jumlah 879.898 | 100,00 | 878.343 | 100,00 | 1.758.241 | 100,00

Sumber: BPS Kota Depok, Tahun 2018
2.1.8. Kemampuan Ekonomi Daerah
Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan

terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kkapita,

pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan produktivitas total daerah.
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Dari sisi paritas daya beli masyarakat, pada Tahun 2017 terjadi
peningkatan paritas daya beli di Kota Depok yaitu sebesar 14.691 juta rupiah
perkapita pertahun dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar 14.564 juta
rupiah perkapita per tahun. Hal ini menunjukkan daya saing Kota Depok
sebagai potensi pasar juga cukup besar dan mencerminkan tingkat
kesejahteraan masyarakat Kota Depok secara rata-rata. Namun untuk melihat
ketimpangan kesejahteraan belum bisa dilihat dari nilai ini. Perlu penelitian

lebih lanjut untuk melihatnya, seperti melihat angka Gini Ratio.

Grafik 2.8. Daya Beli Masyarakat Kota Depok Tahun 2014-2017
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Dari grafik 2.9 terlihat dalam selang waktu 2012-2018, pengeluaran
rumah tangga masyarakat Kota Depok untuk makanan lebih kecil
dibandingkan untuk alokasi bukan makanan, dengan perbedaan perbandingan
persentase yang semakin besar untuk kelompok bukan makanan. Bahwa
sebagian pengeluaran masyarakat khususnya golongan menengah ke atas
mengalokasikan pengeluarannya ke barang bukan makanan seperti perumahan
dan fasilitas rumah tangga serta aneka barang dan jasa sekunder dan tersier.
Hal tersebut mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Depok
relatif sudah bagus. Dengan demikian, secara fundamental kemampuan

ekonomi daerah Kota Depok semakin kuat dari tahun ke tahun.
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Grafik 2.9. Pola Konsumsi Masyarakat Kota Depok 2012-2017
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Sumber: Depok Dalam Angka, 2018

2.1.9. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan.
Penduduk Kota Depok pada tahun 2018 berjumlah sekitar 2.330.333 jiwa;
terdiri dari laki-laki 1.173.102 jiwa dan perempuan 1.157.231 jiwa. Penduduk
Depok ini menempati hanya sekitar 20.029 km2 luas wilayah Depok sehingga
kepadatan penduduknya mencapai 11.634 jiwa/km*

Proporsi kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 24,99 persen
meningkat dibanding tahun 2017 yang sebesar 24,51 persen, usia produktif
(15-64 tahun) mencapai 71,39 persen meningkat dibanding tahun sebelumnya
yang sebesar 70,25 persen, dan usia lanjut (65 tahun ke atas) sebesar 3,62
persen, menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 5,24 persen.
Dengan demikian, angka ketergantungan/beban tanggungan Kota Depok
Tahun 2018 lebih kecil dari pada tahun 2017, menjadi 40,07. Angka tersebut
bermakna bahwa 100 orang kelompok usia produktif menanggung beban

sebanyak 40 orang kelompok non produktif.
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Melihat komposisi penduduk Kota Depok, maka saat ini Kota Depok
sedang pada fase Bonus demografi memiliki nilai positif dan keuntungan
besar dari segi pembangunan bila dikelola secara profesional karena potensi
rasio beban ketergantungan penduduk akan berkurang. Rasio ketergantungan
adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dengan
jumlah penduduk usia produktif. Namun bonus demografi juga memiliki
dampak negatif pada upaya pembangunan. Ketika tidak mempersiapkan diri
dengan baik dalam menyongsong periode bonus demografi tersebut,
konsekuensi yang terjadi adalah dampak negatif yang harus dipikul oleh
semua pihak.

Kondisi demikian akan memberikan efek berantai ke berbagai bidang
kehidupan manusia. Berkurangnya tingkat pendapatan akibat ketimpangan
antara standar kualifikasi yang dibutuhkan dan kualitas sumber daya
manusia yang tidak memadai, dapat memicu lonjakan tingkat kemiskinan,
yang memberikan dampak buruk pada kehidupan ekonomi, pendidikan dan
kesehatan masyarakat.

Disamping jumlah penduduk, Kualitas penduduk-pun merupakan modal
dasar pembangunan. Kualitas penduduk dapat dilihat dari tingkat pendidikan
yang ditamatkan, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka
semakin baik pula kualitas penduduknya. Pemerintah Kota Depok terus
berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui
pelaksanaan berbagai program pendidikan dan keterampilan. Untuk
mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas
pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi
sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal
beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi
Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni
(APM). Capaian indikator kinerja pendidikan Kota Depok dapat dilihat pada
Tabel berikut :
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Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Depok

Tahun 2018
) L Capaian Kinerja
No Indikator Kinerja Program Tahun 2018
(RPJMD) <
Target Realisasi
1 | Indeks Pendidikan 76.67 74.66
2 | Meningkatnya Angka Partisipasi 100.00% 103.93%
Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A
3 | Meningkatnya Angka Partisipasi 83.97% 87.70%
Kasar (APK)
SMP/MTs/SMPLB/Paket B
4 | Meningkatnya Angka Melanjutkan 85,43% 96.71%
Sekolah Tingkat SD/MI/SDLB
5 | Rata-rata Nilai Ujian Sekolah 7.10 6.59
SD/SDLB/MI/Paket A minimal 6,5
6 | Rata-rata Nilai Ujian Nasional 7.10 6.56
SMP/SMPLB/ MTs/Paket B
minimal 6,5
7 | Rata-rata Nilai Ujian Nasional 6.05 6.08
Pendidikan Kesetaraan Paket C
minimal 6.5
8 | Meningkatnya persentase o o
Sekolah berakreditasi minimal B 96.00% 97.02%
9 | Meningkatnya persentase
Lembaga PAUDNI yang 71.94% 52.62%
terakreditasi
10 | Meningkatnya persentase PTK 89.70% 91.18%
berkualifikasi S1/D4

Sumber : LKPJ Kota Depok Tahun 2018

2.1.10. Iklim Berinvestasi

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa iklim investasi mencerminkan
sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk
kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau
investasi secara produktif dan berkembang. Lebih kongkritnya lagi, iklim

usaha atau investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang
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melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin dan

menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin.

Pemerintah, harus memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang
menghambat investasi. Untuk meningkatkan daya tarik investasi harus
menghasilkan kebijakan yang berkualitas, kebijakan yang menarik investasi,
minimal tidak menghambat investasi. Bonus demografi tidak cukup hanya
menjadi bahan presentasi, melainkan perlu segera diikuti oleh langkah serius

menghasilkan tenaga kerja terampil dengan produktivitas tinggi.

Iklim investasi Kota Depok dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya
kepastian regulasi, jumlah penduduk kota yang cukup banyak, kondisi
demografi kependudukan yang didominasi oleh usia muda, situasi keamanan
dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus proses
perijinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan, akses terhadap
bahan baku serta potensi pasar lokal dalam menyerap hasil produksi.

Dari sisi perijinan, pemerintah telah menerbitkan perijinan dengan
jumlah yang banyak (Tabel 2.8). Tetapi jumlah perijinan bukan satu-satunya
indikator iklim berinvestasi, ada faktor lainnya yaitu kepuasan terhadap
pelayanan perizinan. Dari 14 indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
pelayanan perizinan mandiri yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok tahun 2018, ada 2 indikator
yang masih rendah nilainya yaitu : indicator kecepatan pelayanan dengan
nilai 2.757 dan indikator kedisiplinan petugas dengan nilai 2.761.

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan capaian Indikator Kinerja
Daerah (IKD) pada Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan perizinan
adalah perlunya diterapkan pelayanan perizinan berbasis online. Saat ini
baru 3 pelayanan yang berbasis online yaitu SIUP, TDP dan Izin Lingkungan

yang sudah terintegrasi dengan SI-MPOK (Sistem Perizinan Kota Depok).
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Tabel 2.8 Realisasi

Perizinan di Kota Depok Tahun 2013-2018

No Jenis Perizinan LI
2013 2014 | 2015 2016 2017 | 2018
1 g’uir(]';‘” Pemanfaatan 1543 | 1.972| 2.272| 2.506| 2.589 | 2.601
2 HO (Izin Gangguan) 1.240 1.041 976 956 858 81
3 | IMB (Izin Mendirikan 6.570 | 7.536| 8.953| 7.185| 6.772| 7.050
Bangunan)
4 | |UP (Izin Usaha 1177 | 1.128| 1.240| 1.509| 1.516| 103
Perdagangan)
5 Industri 77 94 74 70 50 40
6 | UK (Izin Usaha Jasa 83 155 205 257 2| 3
Konstruksi)
7 Izin Usaha Pariwisata 177 149 179 194 170 15
IPABT (lzin Pengambilan
8 Air Bawah Tanah) 81 43
IPKS (Izin
9 Penyelenggaraan 122 97 119 128 166 93
Kesehatan)
10 |IPREK (Izin Pemasangan | 4 ca1 | 4626 | 2.415| 3.162| 4.710| 647
Reklame)
11 | Prinsip 9 2 17 10 18
12 | Spanduk & Baligo 1.038 | 1.000 943 823 1.072 | 209
13 | Parkir 2 10 16 13 10 20
14 | Izin Lokasi 17 10 6 6 6 6
15 | Siteplan - 688 688 652 | 648
16 Penyediaan Tenaga
Listrik
17 | Air Limbah 29 26 23 21 8 9
18 IUTM (Izin Usaha Toko 38 13 80 34 122 15
Modern)
18 IUPP (Izm_ Usaha Pusat 1 2 4
Perbelanjaan)
IPTT (Izin Usaha
19 | Pendirian Pasar 38
Tradisional)
20 | Perikanan - 1 - -
21 IMTA 1 3 38 20 54 7
22 | ISS - 2 107 151
23 | IPAUD - 156 244 368
24 | TDG 8 11 2
25 | IPTLSB3 - 17 24 9
26 | TDP - - 1609 158
27 | IUPU - 1 -
28 | IKUR - 43 151
29 | PPMTM - - - - 42 30
TOTAL 13.924 | 14.905 | 17.535 | 17.775 | 21.141 | 12.434
Sumber : DPMPTSP Kota Depok, 2018
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Faktor lainnya yang mempengaruhi iklim berinvestasi adalah Kondisi
kemananan dan ketertiban masyarakat di Kota Depok. secara umum kondisi
tersebut terkendali. Pada umumnya kondisi kamtibmas berkaitan dengan
permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya yang akhirnya melahirkan
permasalahan kriminalitas, penyandang masalah sosial, migran liar, penghuni
liar, dan pada akhirnya menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban
masyarakat. Pada tahun 2018, dari 86 kali kegiatan penertiban dan 144 kali
kegiatan pengawasan dan monitoring, terjaring 683 PKL, 297 bangunan liar,
150 PSK, 8.492 buah spanduk atau atribut lainnya, terjaring sebanyak 114

orang anak jalanan, dan 635 perijinan bangunan yang ditertibkan.

2.1.11. Evaluasi Indikator Ekonomi pada Program dan Kegiatan APBD
Kota Depok Tahun 2018

APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2018 merupakan pelaksanaan dari
RKPD Kota Depok Tahun 2018 yang juga merupakan penjabaran tahun ketiga
dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 dan merupakan pemerintahan
kepala daerah periode ketiga dari RPJPD Kota Depok Tahun 2005-2025.

Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta
arahan RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021
dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya daerah. Hasil evaluasi

Indikator kinerja pembangunan Kota Depok tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.9. Capaian Indikator Kinerja Ekonomi Kota Depok Tahun 2018

No Indikator Target 2018 Realisasi 2018

1. Indeks Pembangunan Manusia 80.62 80,29

2. Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan . .
PDRB per kapita (berlaku) (rupiah) Rp.28,971,270.30 Rp. 25,879,006

4. Indeks Gini 0,362 0.352
Persentase penduduk diatas garis . .
kemiskinan (%) 97,82% 97,86%.
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No Indikator Target 2018 Realisasi 2018
6. Partisipasi angkatan kerja (%) 65,17% 62,64%
7. Partisipasi angkatan kerja perempuan 90.70% 46.89%

(%) . o , 0
8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6,64 %
9. Persentase koperasi aktif (%) 85% 89,93 %
10. Persentase Koperasi sehat (%) 23% 19,18 %
11. Penduduk Miskin (%) 2,18% 2,14%
12. Survey Kepuasan Layanan Masyarakat Baik Baik
13. Kontribusi PDRB ekonomi kreatif N

terhadap PDRB (%) 12,25% n/a
14. Kontribusi sektor

pertanian/perkebunan terhadap PDRB 1,39 % 1,40%

(%)
15. Kontribusi sektor pariwisata terhadap o

PDRB (%) 0,85% n/a
16. Kontribusi sektor Perdagangan

terhadap PDRB (%) 23,54 21,75
17. Kontribusi PDRB Tersier (%) 48,24% 32,34 %
18. Persentase PAD terhadap Pendapatan 36.59% 36,04%

Daerah 277
19. Ketersediaan Pangan Utama (kg)

7.398.540 kg 27.251.110 kg
20. Nilai Pola Pangan Harapan (%) 98,4 85,07%
Sumber : Sumber : LKPJ 2018
Berdasarkan pengukuran kinerja pembangunan Daerah (Tabel 2.9)

terdapat indikator kinerja yang tidak mencapai target vyaitu
Pembangunan Manusia, PDRB per kapita,

Partisipasi angkatan kerja dan Kontribusi PDRB sektor.

Laju Pertumbuhan Ekonomi,

makro lainnya telah mencapai atau melebihi target.

Indikator kinerja

Indeks

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun Perencanaan

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi
Perekonomian Daerah sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian
Kota Depok Tahun 2018 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian
Tahun 2020. Bab ini juga mengulas mengenai tantangan perekonomian Kota

Depok serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang
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daerah. Untuk
lebih

sebenarnya diperlukan data dari sisi supply (produksi) dan dari sisi demand

diperkirakan = mempengaruhi  kinerja  perekonomian

menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah secara lengkap
(konsumsi). Namun karena keterbatasan data dari sisi demand yang dimiliki
Kota Depok, maka pada bagian ini kondisi ekonomi wilayah Kota Depok akan
dijelaskan lebih banyak dari sisi produksi, dan hanya sebagian kecil yang akan
dijelaskan dari sisi konsumsi. Pada tabel dibawah ini disajikan target

indikator ekonomi makro tahun 2020.

Tabel 2.10. Target Indikator Ekonomi Makro Kota Depok Pada Tahun 2020

No Indikator Realisasi 2018 Target 2020
1. Indeks Pembangunan Manusia 80,29 81,63
2. Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%) 7,07% 6,6% - 6,8%
3. Laju inflasi 2,86 % 3,01 %
4, PDRB per kapita (berlaku) (rupiah) Rp. 25,879,006 Rp 33.463.328,00
5. Indeks Gini 0.352 0,35-0,36
6. Persentase penduduk diatas garis
kemiskinan (%) 97,86%. 97,86 %'97,88 %
7. Partisipasi angkatan kerja (%) 62,64% 66,40 %
8. E’o/z:)rtmpaﬂ angkatan kerja perempuan 46,89% 97,0 %
9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6,64 % 6,5-6,6 %
10. Penduduk Miskin (%) 2,14% 2,12 %-2,14 %
11. Survey Kepuasan Layanan Masyarakat Baik Baik
12. Kontribusi sektor
pertanian/perkebunan terhadap PDRB 1,40% 1,36 %
(%)
13. Kontribusi sektor pariwisata terhadap 0
PDRB (%) n/a 0,08 %
14, Kontribusi sektor Perdagangan 21,75 24,63 %
terhadap PDRB (%)
15. Kontribusi PDRB Tersier (%) 32,34 % 49,12 %
16. gersentase PAD terhadap Pendapatan 36,04% 41,49 %
aerah
17. Nilai Pola Pangan Harapan (%) 85,07 % 89,5 %

Keterangan:sumber RKPD Kota Depok Tahun 2020 dan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021
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2.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2020

PDRB Kota Depok (atas dasar harga berlaku) selama 5 (lima) tahun
terakhir (2013-2017) mengalami peningkatan, Sedangkan PDRB (atas dasar
harga konstan) mengalami pertumbuhan rata-rata 6,82 persen tiap tahun.
Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan atau lebih dikenal dengan Laju
Pertumbuhan ekonomi (LPE) ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional
maupun Provinsi Jawa Barat. Fakta ini menunjukkan bahwa Kota Depok
dengan keuntungan letak geografisnya, merupakan kawasan cepat tumbuh
yang dicirikan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, oleh karenanya masih
bisa dipacu lebih tinggi lagi. Secara empiris di berbagai kawasan cepat
tumbuh menunjukkan bahwa kalau pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional
sekitar 5-7 persen pertahun, maka pada kawasan cepat tumbuh bisa tumbuh

lebih dari 7 persen pertahun.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Depok pada rentang Tahun
2013-2017 relatif mengalami percepatan dan berfluktuasi antara 6,65 persen-
7,28 persen. Pada Tahun 2020, Pemerintah Kota Depok memproyeksikan Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berada pada kisaran 6,6-6,8 persen. Hal ini
didasari dengan asumsi pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih akan
terjaga karena bertumbuhnya kelas menengah dan bonus demografi yang
dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok. Kegiatan ekonomi swasta diperkirakan
masih akan tumbuh serta didukung oleh kebijakan dan program-program yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok yang mendukung percepatan Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok. Namun diluar asumsi dan upaya -
upaya tersebut, masih terdapat resiko yang dapat menghambat tercapainya
target LPE Kota Depok, seperti fluktuasi harga minyak dunia yang dapat
berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global sehingga

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Depok

Strategi percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui
berbagai terobosan dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Daya saing

ditentukan oleh kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, sumberdaya
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manusia, dan utamanya iklim berinvestasi. Iklim investasi terkait dengan
kualitas pelayanan publik khususnya perizinan, regulasi yang mendukung
usaha, stabilitas daerah serta tingkat kriminalitas. Hambatan investasi dan
berusaha karena biaya ekonomi tinggi, banyaknya regulasi yang
memberatkan, serta keamanan dan ketertiban daerah, perlu ditekan atau
ditiadakan agar Kota Depok menjadi kota yang ramah untuk investasi. Indeks
integritas pelayanan publik Kota Depok yang relatif rendah harus menjadi

pemicu bagi perbaikan daya saing Kota Depok ke depan.

2.2.2. Distribusi PDRB Kota Depok Tahun 2020

Kondisi ekonomi Kota Depok dapat pula dilihat dari distribusi PDRB
menurut sektor-sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor
tersier. Data empirik menunjukkan bahwa semakin maju suatu wilayah, maka
struktur perekonomiannya akan semakin didominasi oleh sektor tersier. Pada
tahun-tahun sebelumnya (Tahun 2017) dapat dilihat bahwa struktur
perekonomian Kota Depok didominasi oleh sektor sekunder (50,82 persen)
dan sektor tersier (47,78 persen). Peranan sektor sekunder masih
mendominasi PDRB Kota Depok dan kecenderungan tetap terutama sektor
industri pengolahan (31,13 %). Sedangkan peran sektor primer memiliki
kecenderung yang terus menurun, pada tahun 2017 mencapai 1,40 persen.
Fakta ini mengindikasikan bahwa Kota Depok tengah bergerak menuju
terbentuknya wilayah ekonomi yang lebih maju, dan pada tahun 2020
diperkirakan dominasi akan bergeser dari sektor sekunder kepada sektor

tersier dengan kontribusi sektor tersier sekitar 49,12 persen.

Ekonomi kreatif.

Di luar sektor makro di atas, Kota Depok juga memiliki berbagai produk
potensial yang memiliki keunggulan komparatif, antara ikan hias, tanaman
hias, serta beberapa produk ekonomi kreatif. Sumbangan kegiatan ekonomi
kreatif di Kota Depok terhadap PDRB (ADHB) pada Tahun 2016 yang
dipublikasikan pada Tahun 2017 mencapai 13,41 persen dari total PDRB Kota

Depok mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. @ Sumbangan PDRB
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Industri Kreatif pada tahun sebelumnya mencapai 10,20 persen (2013), 10,51
persen (2014), 10,76 persen (2015), dan Tahun 2017 mencapai 13,41 persen
dari total PDRB Kota Depok.

Subsektor Ekonomi Kreatif yang tercantum berdasarkan nomenklatur
resmi pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015, terdiri dari 16
subsektor ekonomi kreatif yaitu (1) Arsitektur, (2) Desain Interior; (3) Desain
Komunikasi Visual; (4) Desain Produk; (5) Film, Animasi, Video ; (6) Fotograpi;
(7) Kriya; (8) Kuliner; (9) Musik; (10) Fashion; (11) Aplikasi dan Game
Developer; (12) Penerbitan; (13) Periklanan; (14) Televisi dan Radio; (15) Seni
Pertunjukan; (16) Seni Rupa.

2.2.3. Inflasi Kota Depok Tahun 2020

Indikator berikutnya untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah
adalah tingkat inflasi (berdasarkan data Indeks Harga Konsumen). Inflasi
penting untuk diperhitungkan mengingat bahwa indikator ini dapat memberi
gambaran seberapa besar tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat,
karena kenaikan harga barang dapat menyebabkan lebih banyak uang yang

dibelanjakan untuk jumlah barang/jasa yang sama di waktu sebelumnya.

Pada rentang waktu 2013-2018 inflasi di Kota Depok mengalami
fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Tingkat inflasi tertinggi
terjadi pada tahun 2013 sekitar 10,97 persen. Pada tahun 2015 inflasi di Kota
Depok tercatat paling rendah sekitar 1,87 persen. Diperkirakan pada tahun
2020 inflasi di Kota Depok akan mengalami penurunan menjadi 3,01 persen.
Perkiraan tersebut sesuai dengan target RPJMD dan memperhatikan trend
inflasi tahun-tahun sebelumnya dengan catatan tidak adanya tekanan inflasi
dari kelompok barang-barang yang ditentukan harganya oleh pemerintah
(administered prices) yang memiliki potensi dampak inflasi dalam level tinggi

seperti Kenaikan harga BBM, listrik dan harga LPG 3 kg.
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2.2.4. Gini Rasio Kota Depok Tahun 2020

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan
tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini Ratio Kota
Depok Tahun 2013-2018 menunjukkan trend yg fluktuatif dari yang paling
rendah sekitar 0,3539 pada tahun 2016 dan tertinggi sekitar 0,4025 tahun
2015. Secara umum nilai gini ratio di Kota Depok masih termasuk dalam
ketimpangan sedang. Pemerintah Kota Depok terus berupaya untuk
mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut melalui berbagai kebijakan
dan program seperti Progam peningkatan Kompetensi Usia Kerja, Peningkatan
Perluasan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kualitas bagi Keluarga Miskin dan
Rentan. Melalui program dan kebijakan tersebut ditargetkan indeks gini Kota

Depok pada tahun 2020 dipertahankan pada posisi sebesar 0,35-0,36.
2.2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok Tahun 2020

IPM Kota Depok cenderung meningkat setiap tahunnya, tahun 2017
sebesar 79,83 point menjadi 80,29 point pada tahun 2018. Tingginya nilai IPM
Kota Depok menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota
Depok relatif baik dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Depok relatif berhasil. Berdasarkan trend tahun-tahun sebelumnya dan
didukung oleh Kebijakan dan progam yang dilaksanakan Pemerintah Kota
Depok di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi maka Pada tahun 2020

ditargetkan IPM Kota Depok mencapai 81,63 point.
2.2.6 Angka Kemiskinan di Kota Depok Tahun 2020

Berdasarkan Data kemiskinan Kota Depok tahun 2010-2018, angka
kemiskinan di Kota Depok rata-rata mengalami penurunan dari 2,84 persen
pada tahun 2010 menjadi 2,14 persen pada tahun 2018, hanya pada tahun
2015 saja yang mengalami kenaikan menjadi 2,40 persen. Diperkirakan pada
tahun 2020, dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok
melalui program pengentasan kemiskinannya dan pemberdayaan ekonomi

masyarakat miskin, angka kemiskinan di Kota Depok diperkirakan akan
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mengalami penurunan menjadi sekitar 2,12 persen atau dipertahankan pada
angka 2,14 persen. Artinya pada tahun 2020 jumlah penduduk diatas garis

kemiskinan sebesar 97,86 persen.
2.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Depok Tahun 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran
tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari
merujuk pada suatu periode waktu tertentu. Rasio ini khusus untuk penduduk
yang bekerja dan mencari kerja terhadap usia kerja. Sehingga semakin tinggi
TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour
supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu
perekonomian. TPAK Kota Depok Tahun 2018 sebesar 62,64 persen artinya
dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 62 sampai 63 orang
tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu. TPAK di
Kota Depok terdiri dari 705.353 laki-laki atau sekitar 40,12 persen dan
396.019 perempuan atau sekitar 22,52 persen. Pada Tahun 2020 ditargetkan
TPAK Kota Depok menjadi 66,40 persen.

2.2.8. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

Dalam era ekonomi terbuka seperti saat ini, keadaan ekonomi Kota
Depok Tahun 2020 tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi periode
sebelumnya dan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal baik

perekonomian Global, Nasional, maupun kinerja perekonomian Regional.

Perkembangan Ekonomi Global

Selama Tahun 2018, kondisi ekonomi global mengalami perbaikan
dalam siklusnya, ditandai dengan tumbuhnya sektor investasi, aktivitas
manufaktur dan perdagangan. Peningkatan pada sektor keuangan global,
dengan tersedianya kebijakan yang lebih mumpuni, meningkatnya

kepercayaan akan sektor ini, dan harga komoditi yang lebih solid.
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Berdasarkan World Bank Group dalam laporannya Global Economic
Prospect 2019, pertumbuhan PDB global diperkirakan akan melambat sebesar
2,90 persen pada Tahun 2019 dan akan cenderung terus melambat pada

kisaran 2,80 persen di Tahun 2020 sebagaimana pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Gambaran Perekonomian Global

Negara Estimasi 2018 Proyeksi 2019 Proyeksi 2020

v Dunia 3,0 2,9 2,8

7« ' Amerika 2,9 2.5 1,7

i Eropa 1,9 1,6 1,5

) Jepang 0,8 0,9 0,7

' 9 Tiongkok 6,5 6,2 6,2

[ India 7.3 7.5 7.5
—

‘ AL | Indonesia 5,2 5,2 5.3

Sumber : World Bank Group, Januari 2019

Sumber : World Bang Group, Januari 2019 di dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2020

Pertumbuhan global yang diperkirakan melambat dari 2,90 persen pada
tahun 2019 menjadi 2,8 persen pada tahun 2020 disebabkan oleh pasar-pasar
negara berkembang melambat, perekonomian China melambat dan kondisi
keuangan dan kebijakan ekonomi yang lebih ketat membebani Turki dan
negara-negara Eropa. Beberapa tantangan yang dihadapi ekonomi global
adalah perubahan secara tiba-tiba pada kondisi pasar keuangan,
ketidakpastian  kebijakan, @ permasalahan  geopolitik, = meningkatnya
pembatasan perdagangan, terjadinya perlambatan pertumbuhan potensial
yang cukup signifikan. Perubahan pada pasar keuangan termasuk di dalamnya
adalah koreksi secara mendadak pada valuasi aset, kebijakan penilaian ulang
pasar oleh Bank Sentral beberapa negara atau financial stress. Valuasi aset
mengalami peningkatan dan kompensasi terhadap risiko kredit berada pada
titik yang rendah, juga financial stress yang terjadi di negara berkembang
yang besar serta China akan menyebabkan gejolak pada pasar keuangan dan
juga meningkatkan biaya pinjaman di negara ekonomi berkembang. Pada
jangka waktu yang singkat, hal tersebut akan menaikkan risiko

ketidakstabilan. Selain itu, kejadian cuaca buruk yang lebih sering akan
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meningkatkan kemungkinan perubahan besar dalam harga pangan dunia, yang

bisa meningkatkan angka kemiskinan.

Di sisi lain Pasar tenaga kerja AS yang menyentuh level terkuatnya
dalam sejarah akan membuat bank sentral Federal Reserve tetap menaikkan
bunga acuannya hingga 2020 meski kondisi eksternal melambat. Namun,
penurunan proyeksi pertumbuhan Eropa dan inflasi inti yang masih saja
rendah sepertinya akan membuat bank sentral Eropa menahan kenaikan suku
bunganya hingga 2020. Hal ini akan mendorong penguatan dolar dan menekan
mata uang negara-negara berkembang yang kondisi keuangan telah mengetat.
Proteksionisme dagang tetap menjadi risiko pelemahan yang akan
menyebabkan pertumbuhan global akan turun dibawah 3 persen di 2020
karena pertumbuhan negara maju jatuh menjadi 1,7 persen menyusul

hilangnya daya dorong dari stimulus fiskal dan moneter AS.

Di sisi domestik, Ekonomi Nasional tumbuh dengan laju yang stabil
dengan pertumbuhan ekonomi menunjukan tren kenaikan yang positif,
didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor yang tinggi serta perbaikan
konsumsi pemerintah yang terjaga sampai kuartal Ill Tahun 2018. Selain itu,
capaian pemerataan pembangunan nasional dikatakan semakin membaik.
Ditandai dengan koefisien gini menurun dan semakin membaik dari 0,389 poin
pada Maret 2018 menjadi 0,384 poin pada September Tahun 2018, persentase
penduduk miskin menurun, menjadi 9,66 persen pada September 2018
dibandingkan dengan Bulan Maret Tahun 2018 sebesar 9,82 persen dan jumlah
penduduk miskin berkurang menjadi 25,26 juta jiwa pada September 2018,
kemudian tingkat pengangguran menurun menjadi 5,34 persen. Namun
demikian, diperlukan upaya-upaya yang konsisten dalam menjaga kondisi saat
ini guna mencapai pemerataan pembangunan nasional. Di sisi harga, inflasi
indonesia terjaga pada 3,13 persen yang juga masuk dalam rentang target
nasional yakni 4 persent1, infasi yang rendah ini tidak terlepas dari
konsistensi kebijakan moneter dan koordinasi antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah untuk mengendalikan harga kelompok makanan dan

kelompok komoditas strategis.
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Prospek ekonomi global akan segera pulih dan perbaikan harga
komoditas dan pasar keuangan akan menjadi tantangan bagi perekonomian
Nasional. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terus meningkat
dengan tingkat inflasi dan nilai tukar terkendali dan pembangunan
infrastruktur yang sudah mulai operasional akan memicu pertumbuhan
ekonomi Tahun 2020. Sementara itu, tantangan domestik terkait dengan sisi
pengeluaran adalah investasi yang tumbuh menguat Tahun 2018 namun

konsumsi rumah tangga tertahan dibawah 5 persen selama Tahun 2018.
Perkembangan Ekonomi Domestik

Di sisi domestik, Ekonomi Nasional tumbuh dengan laju yang stabil
dengan pertumbuhan ekonomi menunjukan tren kenaikan yang positif,
didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor yang tinggi serta perbaikan
konsumsi pemerintah. Dari sektor riil, Ekspor nasional menunjukkan
peningkatan yang berarti, Pada Tahun 2018 Ekspor barang mampu tumbuh
dua digit, mencapai 16,2 persen dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar -
3,4 persen, meskipun begitu impor nasional pun menunjukan peningkatan
diatas dua digit, mencapai 15,7 persen pada Tahun 2018 dibandingkan dengan
Tahun 2017 yang sebesar -4,9 persen ditambah ekspor nasional masih
mengandalkan komoditas non olahan. Peningkatan ekspor non migas masih

didominasi oleh komoditas yang memiliki nilai tambah yang masih rendah.

Pemerintah melalui Bappenas memperkirakan bahwa pertumbuhan
ekonomi Indonesia Tahun 2020 diperkirakan 5,3-5,5 persen, dengan tingkat
inflasi 2,0-4,0 persen dan penurunan angka pengangguran 4,8-5,1 persen,
penurunan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 8,5-9,0 persen serta gini rasio
0,375-0,38 poin.

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional Tahun 2020

Kebijakan pembangunan Nasional pada Tahun 2020 tertuang dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2020. Selanjutnya RKPD digunakan sebagai pedoman dalam
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proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Berkaitan dengan itu, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020
disusun dengan mempedomani RKPD Kota Depok Tahun 2020 dan diselaraskan
dengan kebijakan untuk pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan nasional.
Mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud
sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi
dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan
pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD maka

kelima kebijakan Nasional tersebut harus dipedomani dalam KUA-PPAS.

5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 dimaksud,
meliputi:
1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;

Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan

oA W

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Tantangan Ekonomi Kota Depok

Dalam perkembangannya Kota Depok masih akan dihadapkan pada

berbagai tantangan sebagai berikut :

1. Perubahan struktural ekonomi dari kontribusi sektor primer yang semakin
mengecil, dan meningkatnya peran sektor tersier dan sekunder, ditambah
dengan belum diikuti penyerapan tenaga kerja pada kedua sektor
tersebut dalam jumlah yang optimal, serta semakin menipisnya
ketersediaan lahan untuk kegiatan sektor primer terdesak oleh
meningkatnya kebutuhan untuk hunian maupun industri dan pergudangan.

2. Jumlah sumberdaya manusia yang sesuai dengan perkembangan sektor

industri belum optimal, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembina.
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1.

Masih tingginya angka pengangguran.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk yang lebih banyak disebabkan
oleh faktor kelahiran.

Ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Kualitas pelayanan publik yang belum optimal.

Pentingnya Iklim (daya tarik) investasi dan regulasi yang lebih
mendukung perkembangan UMKM.

Masih terbatasnya infrastruktur ekonomi, antara lain jalan, pasar, hotel,
dan lainnya.

Peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk pembangunan daerah.

. Produktivitas UKM-K (usaha kecil menengah, koperasi) yang masih

rendah, termasuk pertanian. Selain itu juga perlunya diversifikasi produk
serta sarana pemasaran atau tempat usaha UMKM.

Belum optimalnya sektor pariwisata dan industri kreatif.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung

prospek perekonomian Kota Depok di tahun 2020 antara lain:

1.

Kota Depok diprediksikan bakal menjadi kota metropolitan yang semakin
ramai pada 2020, menyusul sejumlah infrastruktur yang tengah dibangun,
seperti pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (Ulll) yang
di prediksi akan menjadi magnet bagi pertumbuhan infrastruktur
penunjang lainnya;

Posisi Kota Depok yang sangat strategis, sebagai kota yang berdampingan
dengan Pemerintah Pusat dan DKl Jakarta yang merupakan pusat
perekonomian nasional, pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan
jasa, pusat pendidikan dan fasilitas lainnya sehingga sangat berpotensi
terhadap kondisi perekonomian di daerah. Perkembangan kota dan
kabupaten di sekitar Kota Depok diharapkan juga semakin meningkatkan
ekonomi Kota Depok dari sisi konsumsi masyarakat;

Peluang pengembangan pasar pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA).
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Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Depok

serta arah kebijakan pemerintah pusat Tahun 2020 maka prospek

perekonomian daerah Kota Depok adalah sebagai berikut :

1.

Pertumbuhan ekonomi Kota Depok Tahun 2020 proyeksi Laju Pertumbuhan

Ekonomi berkisar antara 6,6 - 6,8 persen.

Sedangkan tingkat inflasi diusahakan akan berada di kisaran 3,0 + 1 persen
dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak ke kenaikan
harga komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi distribusi barang

dan jasa pada tahun rencana.

Nilai Investasi PMA dan PMDN diprediksi akan naik minimal sebesar Rp 1

milyar.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif,
diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. Pada
tahun 2020, jumlah warga miskin diprediksi dapat menurun berkisar
antara 2,12 - 2,14 persen melalui program/kegiatan pembangunan terpadu

dalam penanganan kemiskinan.

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan berkisar
antara 6.5 - 6,6 persen melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas
tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan
produktifitas tinggi. Selain itu, meningkatnya minat kewirausahaan
(entrepreunership) bagi pengusaha muda diharapkan dapat ikut

mengurangi angka TPT di Kota Depok.

Salah satu permasalahan perkotaan adalah tingginya ketimpangan, di Kota
Depok masalah Ketimpangan/gini rasio pada tahun 2020 diprediksi
berkisar antara 0,35-0,36 persen melalui sinergitas, koordinasi,
sinkronisasi dan keterpaduan program dan kegiatan antar Perangkat
Daerah dan antar wilayah. Sehingga disparitas antar wilayah dapat

diminimalisir.
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Arah Kebijakan Perekonomian Kota Depok

Arah kebijakan perekonomian Kota Depok tidak terlepas dari kebijakan

nasional dan Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan kebijakan nasional dan isu

strategis tersebut, serta dengan memperhatikan Misi RPJMD Kota Depok,

maka strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Depok adalah :

1.

Menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan meningkatkan daya
beli masyarakat

Meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang berorientasi pada
penciptaan wirasusaha baru dan pasar kerja berbasis potensi lokal
Membuka peluang pasar produk kreatif berbasis Teknologi dan
Informatika

Kemudahan investasi serta memperluas kerjasama investasi dengan
daerah lainnya.

Mengembangkan potensi wisata unggulan;

Peningkatan kualitas Usaha Mikro dan Industri Kecil yang berdaya tawar
tinggi, produktif dan efisien serta pembangunan sarana pemasaran atau
tempat usaha bagi Usaha Mikro.

Meningkatkan sarpras perdagangan, sistem dan jaringan distribusi
barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri;

Meningkatkan peran ekonomi kreatif dalam pertumbuhan perkonomian
kewilayahan

Mengoptimalkan penerimaan PAD, dan sumber pendanaan lain;

. Meningkatkan perolehan pendanaan dari APBN, CSR, APBD Provinsi,

BUMD dan pemanfaatan aset daerah.
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BAB il
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2020 disusun
dengan mempedomani RKPD Kota Depok Tahun 2020 dan diselaraskan dengan
kebijakan untuk pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan nasional.
Berbagai tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Depok, arah kebijakan
pemerintah pusat Tahun 2020 serta asumsi makro APBN menjadi dasar dalam
penyusunannya. Beberapa asumsi makro APBN tersebut adalah: pertumbuhan
ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, nilai
tukar rupiah, harga minyak mentah, lifting minyak bumi, lifting gas bumi,

harga minyak mentah, gini rasio dan indeks pembangunan manusia.

3.1. Asumsi APBN Tahun 2020

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN perlu disajikan karena
terkait dengan struktur anggaran daerah yang sangat tergantung pada
dana transfer dari Pemerintah Pusat. Beberapa asumsi makro APBN Tahun

Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1) Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan tumbuh sebesar
5,2 persen - 5,5 persen;

2) Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 persen - 9 persen;

3) Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 4,8 persen - 5 persen;

4) Tingkat inflasi diperkirakan pada interval 2 persen-4 persen

5) Nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada kisaran Rp. 14.000,00 -
Rp. 15.000,00 per dolar AS;

6) Tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan
diperkirakan pada kisaran 5 persen - 5,6 persen;

7) Harga minyak mentah Indonesia /Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan
berkisar antara USS 60-70/barel;
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8) Target lifting minyak bumi pada kisaran 695.000-840.000 barel per hari.

9) Target lifting gas bumi pada kisaran 1.191.000-1.300.000 barel setara
minyak per hari;

10) Gini Ratio sebesar 0,375 - 0,380

11) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,51 persen

Asumsi diatas dapat dicapai melalui kebijakan nasional yang
tertuang dalam Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020, terdiri dari:
1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;

2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;

3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;

4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5

. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

3.2. Laju Inflasi Tahun 2020

Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan menurunnya harga
komoditas bahan bakar minyak berpengaruh pada menurunnya laju inflasi
dunia. Hal ini juga berdampak pada ekonomi nasional sebagai bagian dari
perekonomian global yang tentunya mempengaruhi kondisi ekonomi domestik,

termasuk Kota Depok.

Letak Kota Depok yang berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta
mengakibatkan dinamika perubahan harga barang dan jasa di kedua wilayah
ini saling mempengaruhi secara timbal balik yang disebabkan oleh mudahnya
akses atau aliran informasi terkait perubahan harga. Inflasi penting untuk
diperhitungkan mengingat bahwa indikator ini dapat memberi gambaran
seberapa besar tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena
kenaikan harga barang (jika pendapatan masyarakat tidak meningkat lebih
tinggi) dapat menyebabkan lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk

jumlah barang/jasa yang sama di waktu sebelumnya.
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Dengan menggunakan asumsi baseline, Inflasi Kota Depok Tahun 2020
diproyeksikan sebesar 3,0 + 1 persen atau pada interval 2,9-3,1 persen,
dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak ke kenaikan harga
komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi distribusi barang dan jasa
pada tahun rencana. Untuk mencapai sesuai target yang diproyeksikan,
koordinasi antar pelaku ekonomi, terutama berbagai institusi yang terlibat
dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok perlu terus diperkuat
melalui program-program pengendalian yang lebih terencana dan aplikatif
serta sinkronisasi kebijakan dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.

Pada Grafik di bawah ini diperlihatkan perkembangan inflasi di Kota Depok.

Grafik 3.1. Inflasi Kota Depok Tahun 2011-2018 dan Perkiraan
Tahun 2019 - 2020
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3.3 Pertumbuhan PDRB (Produk Dometik Regional Bruto) Tahun 2020

Berdasarkan World Bank Group dalam laporannya Global Economic
Prospect 2019, pertumbuhan PDB global diperkirakan akan melambat sebesar
2,90 persen pada Tahun 2019 dan akan cenderung terus melambat pada
kisaran 2,80 persen di Tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi dunia tersebut
akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional termasuk Kota
Depok yang akan mengalami perlambatan pula. Pertumbuhan ekonomi Kota

Depok pada tahun 2020 tidak akan jauh beda dengan pertumbuhan ekonomi
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tahun 2018 dan tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi 2020 akan didukung oleh
beberapa faktor perekonomian, salah satunya membaiknya harga komoditas
serta naiknya kegiatan investasi swasta. Berdasarkan hal tersebut, Laju
pertumbuhan ekonomi Kota Depok (Pertumbuhan PDRB) pada rentang Tahun
2020 diproyeksikan sebesar 6,6 - 6,8 persen (Grafik 3.2).

Grafik 3.2 Pertumbuhan PDRB (LPE) Kota Depok Tahun 2013- 2018 dan
Perkiraan Tahun 2019 -2020
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Pertumbuhan PDRB Kota Depok tergolong tinggi walaupun mengalami
perlambatan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut
diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk Kota Depok yang tinggi pula yaitu
sekitar 3,36 persen (baseline data tahun 2018), sehingga tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat atau tingkat

kesejahteraan masyarakat tidak banyak mengalami perubahan.

3.4. Asumsi Lainnya

Asumsi lain yang juga mempengaruhi dalam penyusunan APBD Kota

Depok Tahun Anggaran 2020 adalah :
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. Pengalokasian anggaran untuk Gaji ke 13 dengan mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji,
Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan; dan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dalam tahun anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, ANggota Kepolisia Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima
Tunjangan

. Pengalokasian anggaran untuk Tunjangan Hari Raya dengan mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat

Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan;

. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai formasi tahun 2020.

. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) yang bersumber dari APBN
bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri, dianggarkan dalam
Kelompok Belanja Langsung, Program Dana BOS, Kegiatan Dana BOS guna
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis,

efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBD dianggarkan dalam
bentuk program dan kegiatan tersebut dialokasikan untuk memenuhi
kebutuhan sekolah yang tidak dianggarkan dari dana BOS yang bersumber
dari APBN.

. Pengalokasian belanja Hibah dalam rangka pelaksanaan Pemilukada Kota
Depok Tahun 2020;
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7.

Pengalokasian belanja Hibah Dana BOS SD dan SMP Swasta untuk

membantu penyelenggaraan pendidikan pada sekolah swasta.

Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara
konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi
pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh per seratus) dari
belanja daerah, sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan.

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara
konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran
kesehatan minimal 10 persen (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD
diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36
Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih
dari 10 % (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan
bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara

bertahap.

10. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang

1.

bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur
daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas
pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan
kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan
pelayanan public antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Selain itu, DAU Tambahan merupakan
dana dukungan untuk pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi

kewajiban penganggaran bagi kelurahan.

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah,
sebagaimana pelaksanaan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran
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12.

pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, untuk
mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendanai program dan kegiatan
pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang
ditetapkan berdasarkan besaran total belanja daerah denga klasifikasi
sebagai berikut :

a) sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)
sekurang-kurangnya sebesar 1 % (satu persen) dari total belanja
daerah;

b) diatas Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun) sampai dengan Rp.
2.000.000.000.000,00 (dua triliun) sekurang-kurangnya sebesar
0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah
dan diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

c) diatas Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sekurang-
kurangnya sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari total
belanja daerah dan diatas Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar
rupiah).

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya telah
melebihi perhitungan tersebut di atas, pengalokasian anggaran program
dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2020
Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran presentase
alokasi anggaran dimaksud.

Pengalokasian dana kelurahan paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari
APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU tambahan yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN

PEMBIAYAAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan Kota Depok disusun dengan mempedomani
asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana disebutkan pada
pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut: “Keuangan daerah
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,
efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Sejalan dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan tersebut, maka
prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah
Transparansi, akuntabilitas dan value for money. Transparansi memberikan
arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk
mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan
masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang
berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan
pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Value for money berarti
diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi,
efisiensi dan efektivitas.  Prinsip-prinsip pokok tersebut harus diterapkan
dalam setiap siklus anggaran daerah agar benar-benar dapat mencapai visi
dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Kebijakan keuangan Kota Depok Tahun 2020 secara umum disusun
dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam
RPJMD Tahun 2016-2021, dan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah
sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan.

Kapasitas fiskal daerah dapat dilihat dari struktur APBD yang terdiri
dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan

Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
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kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun -tahun anggaran berikutnya.
Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien ,maka diperlukan
kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan
berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah
Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah
bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan
mengefisiensikan penggunaannya.

Arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan
pendapatan, belanja dan pembiayaan ini dimaksudkan untuk memberikan
arahan-arahan bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kota Depok
dengan beberapa harapan, Pertama : keuangan daerah diharapkan
dapat menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai
dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Kedua : keuangan daerah
diharapkan dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi
kesejahteraan masyarakat. Ketiga : diharapkan keuangan daerah dapat
meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat
terjamin.

Pada tahun 2020, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada
kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan
pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan
belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung kebijakan yang

telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
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4.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas
umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah
daerah dalam satu tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan
dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang
dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk
menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil. Pendapatan
daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber pendapatan. Adapun yang termasuk sumber pendapatan
daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD
yang Sah;

b. Dana Perimbangan, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah;

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah lainnya.

Selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-
pos Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada
tahun anggaran berkenaan;
2. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah

3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target
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4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan

pada tahun anggaran berkenaan
4.1.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan umum Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah
mengoptimalkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah melalui perbaikan
sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah, penggalian potensi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan disiplin wajib pajak dalam
pelaporan dan pembayaran dan peningkatan kualitas SDM pengelola
pendapatan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki
kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam penganggaran
pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan
pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di pemerintah
Kota Depok serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi
pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah
dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber
dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus
melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak
daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan

retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan
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pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan
retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling
sedikit 10 persen (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan
pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan
dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi
maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen
(lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan
masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009.

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian
dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009.

Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan
keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam
peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan
peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
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i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi pelayanan
kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan
Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah
(PPK BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan
PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi
Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-
masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan
dalam pasal 161 ayat(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

k) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan
lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud
Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

) Pemerintah Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang
pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan Peraturan
Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk,
lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor
sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
Pengangaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun
Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan
perolehan manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya dalam

jangka waktu tertentu, meliputi :
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a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa

deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang

mendapatkan investasi pemerintah daerah;

b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi

sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu

sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu

sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi

pemerintah daerah;

sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal
31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
pengelolaan keuangan daerah, meliputi :

9)

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan

Hasil kerja sama daerah;

Jasa Giro;

Hasil pengelolaan dana bergulir;

Pendapatan bunga

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan lain sebagai akibat
penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan pendapatan daerabh;

Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing;
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10)Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

11)Pendapatan denda pajak daerah;

12)Pendapatan denda retribusi daerah;

13)Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

14) Pendapatan dari pengembalian;

15)Pendapatan dari BLUD;dan

16)Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat

mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk

sewa, Bangun Guna Serah(BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama

pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

barang milik daerah.

4.1.1.2 Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer/Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan
Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak
Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21
dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran
2020, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara
yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3
(tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3
(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017
dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran

2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak
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Tahun Anggaran 2020 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan,
dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan
sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT
menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT
menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum
ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada
realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun
Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT
menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 ditetapkan
dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020.
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c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
(DBH-SDA) yang terdiri dari DBH Kehutanan, DBH Pertambangan
Mineral dan Batubara , DBH Pertambangan Minyak Bumi, DBH
Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH
Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBD Tahun
Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-
SDA Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan
realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantranya dengan
mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan
pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu
Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden
dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi
DAU Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan,
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada
peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang
ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi
mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui

portal Kementerian Keuangan.
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Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara
kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi resmi
mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam
rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran
2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka
Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih
dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada
pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020.

4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam penganggaran pendapatan daerah yang bersumber
dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan
usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang
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tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak
mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada
penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat
didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah
dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek
pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai

dengan kode rekening berkenaan.
. Pendapatan Hibah Dana Bos

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang
diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020,
dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun
pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian
obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan
mempedomani peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut
diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun
Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus
menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa
dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan
kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah
provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa
Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS
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pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada
Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang
diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi
Tahun Anggaran 2020.

. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan
daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka
persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah
yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran
belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran
2020.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020
mendahului  penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020,
penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak

Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum
direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun
Anggaran 2019, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima daerah
lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah
provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur
dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut
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dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD
penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan
bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan
bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih
dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020.

. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan
kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan
mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi
oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek

pendapatan Dana Darurat.
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Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai
perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah
diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran
2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat
Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah peraturan
daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah
Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih
dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

Pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana disebutkan pada pasal 26 terdiri dari : pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, ada 9 jenis pajak yang
menjadi objek pajak daerah di Kota Depok yaitu : Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,
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Pajak  Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan
(Perkotaan dan Perdesaan), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan retribusi daerah dikelompokkan ke
dalam 3  kategori  yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa
Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum terdiri 9
jenis retribusi yaitu dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi
Persampahan/Kebersihan, Retribusi KTP dan Akte Catatan Sipil, Retribusi
Pemakaman/Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyedotan
Kakus dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 4 jenis retribusi yaitu : Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat
Khusus Parkir dan Retribusi Rumah Potong Hewan. Sedangkan Retribusi
Perijinan Tertentu terdiri dari 4 jenis Retribusi yaitu Retribusi IMB,
Retribusi Gangguan/Keramaian, Retribusi Trayek dan Retribusi Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Asasta dan BJB.

Sedangkan yang diperoleh dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
sebagian besar akan diperoleh dari Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga
Deposito, Pendapatan BLUD-RSUD, Pendapatan BLUD Puskesmas dan PAD
Lainnya termasuk penerimaan kontribusi tahunan dari Bangun Guna Serah

(BGS) Optimalisasi Terminal Terpadu.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2019 dan rencana
tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.1 Perkembangan Target dan Kontribusi PAD Terhadap APBD
Kota Depok Tahun 2011-2019 dan Rencana Tahun 2020
NO |Tahun PAD Beumbihan Pendapatan Kontribusi PAD (%)
Rp (%)

1 | 2011 257,464,813,546.74 129,235,604,660.80]  100,78|  1,297,830,341,645.21 19.84

2 | 012 387,942,005,405.00 130,477,191,858.26|  50.68|  1,551,899,020,090.97 25.00

3 | 203 458,641,602,021.00 70,699,596,616.00(  18.22|  1,552,243,507,538.00 29.55

4 | 2014 588,606,351,921.00 129.964749,900.00]  28.34|  2,229,209,498,346.61 26.40

5 | 2015 669,967,429,646.00 81,361,077,725.00  13.82|  2,162,654,892,839.29 30.98

6 | 2016 795,350,560,845.00 125383,131,199.00]  18.71]  2,263,644,040,977.52 35.14

7 | 2017 919,229,418,379.92 123,878,857,534.92)  15.58|  2,493,841,067,532.92 36.86

8 | 2018 | 1,007,434,833,378.00 88,205,414,998.08 960  2,933,283,368,827.00 34.34

9 | 2019 | 1,114,036,194,642.00 106,601,361,264.00  10.58|  2,791,971,028,825.00 39.90

10 | 2000 | 1,256,555,614,491.00 142,519,419,849.00  12.79]  2,914,676,544,900.00 3.11
Rata-rata 17.83 3211

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kota Depok merencanakan
target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2020 meningkat sebesar
12,79 % (dua belas koma tujuh puluh sembilan persen) dibanding estimasi
penerimaan Tahun 2019. Pertumbuhan PAD dalam kurun waktu 10 tahun (
2011-2020) rata-rata sebesar 17,83 (tujuh belas koma delapan puluh tiga
persen) dan kontribusi PAD terhadap Pendapatan APBD Kota Depok rata-rata

sebesar 32,11 (tiga puluh dua koma sebelas persen).
4.1.2.2 Dana Perimbangan

33 Tahun 2004

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor tentang

dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,
didefinisikan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum
(DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perkembangan Dana Perimbangan
tahun 2011-2019 dan rencana tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.
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Tabel 4.2 Perkembangan Target dan Kontribusi Dana Perimbangan pada

APBD Kota Depok Tahun 2011-2019 dan Rencana Tahun 2020

No | Tahun | DanaPerimbangan II::rtumbuhan o Pendapatan Kontribusi DP (%)
0

1 ] 201 670,534,565,738.00 2,999,339,384.00 0,45 1,297,830,341,645.21 51.67
2 2012 804,427,210,250.00 133,892,644,512.00] 19.97 1,551,899,020,090.97 51.84
3 | 2013 850,715,828,330.00 46,288,618,080.00]  5.75 1,552,243,507,538.00 54.81
4 | 2014 968,617,194,665.00 117,901,366,335.00] 13.86 2,229,209,498,346.61 43.45
5 | 2015 977,223,332,192.00 8,606,137,527.00]  0.89 2,162,654,892,839.29 45.19
6 2016 951,143,625,000.00 -26,079,707,192.00| -2.67 2,263,644,040,977.52 42.02
7 | 2017 1,205,435,772,214.00 254,292,147,214.00| 26.74 2,493,841,067,532.92 4334
8 | 2018 1,186,625,862,572.00 -18,809,909,642.00[ -1.56 2,933,283,368,827.00 40.45
9 2019 1,044,126,954,333.00 -142,498,908,239.00f -12.01 2,791,971,028,825.00 37.40
10 | 2020 1,036,073,143,000.00 -8,053,811,333.00] -0.77 2,914,676,544,900.00 35.55
Rata-rata 5.02 45.07

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dana perimbangan Kota
Depok (2011-2020) mengalami rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 5,02
rata-rata kontribusi tersebut

persen dan sebesar 45,07 persen, hal

menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Depok terhadap
Penerimaan Dana Perimbangan, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum
(DAU) masih cukup kuat namun dengan kecenderungan yang menurun, dan
secara bertahap ketergantungan Kota Depok terhadap Dana Perimbangan
sejalan dengan meningkatnya pendapatan dari sektor PAD akan berkurang.
Dana Perimbangan merupakan kewenangan Pemerintah maka kebijakan
tentang sumber pendapatan ini tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah Pusat, namun demikian Pemerintah Kota Depok tetap
mengharapkan adanya peningkatan Dana Perimbangan khususnya Dana
Perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Bagi Hasil
Khusus

Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi

berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat.
4.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana

bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana

penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau

pemerintah daerah lainnya. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
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Kota Depok tahun 2011-2019 dan rencana tahun 2020 dapat dilihat pada tabel

di bawah ini.

Tabel 4.3 Perkembangan Target dan Kontribusi Lain-lain Pendapatan
Yang Sah APBD Kota Depok Tahun 2011-2019 dan Rencana

Tahun 2020

Lain-lain Pendapatan Pertumbuhan Kontribusi Lain-lain
No |[Tahun Pendapatan

yang Sah Rp (%) PD (%)
1 | 2011 369,830,962,360.47 95,289,893,509.54| 34,71 1,297,830,341,645.21 28.50
2 | 2012 359,529,804,435.97 -10,301,157,9245| -2.79 1,551,899,020,090.97 23.17
3 | 2013 247,886,077,187.00 -116,643,727,249.0| -32.44 1,552,243,507,538.00 15.65
4 | 2014 300,125,237,001.16 57,239,159,814.2| 23.57 2,229,209,498,346.61 13.46
5 | 2015 515,464,131,001.29 215,338,894,000.1| 71.75 2,162,654,892,839.29 23.83
6 | 2016 517,149,855,132.52 1,685,724,131.2 033 2,263,644,040,977.52 22.85
7 | 2017 369,175,876,939.00 -147,973,978,193.5| -28.61 2,493,841,067,532.92 14.80
8 | 2018 739,222,672,877.00 370,046,795,938.0[ 100.24 2,933,283,368,827.00 25.20
9 | 2019 633,807,879,850.00 -105,414,793,027.0[ -14.26 2,791,971,028,825.00 22.70
10 | 2020 622,047,787,409.00 -11,760,092,441.0[ -1.86 2,914,676,544,900.00 2134
Rata-rata 11.59 21.15

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa Lain-lain

Pendapatan yang sah mengalami fluktuasi dari Tahun 2011-2020 dan rata-rata
pertumbuhannya per tahun sebesar 11,59 persen. Hal ini dikarenakan Lain-
lain Pendapatan yang Sah merupakan kewenangan Pemerintah dan Provinsi
sehingga kebijakan tentang sumber pendapatan ini tergantung kebijakan yang
ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Provinsi, antara lain kebijakan
penyaluran dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan
Guru PNSD yang dialihkan dari anggaran Kementerian Pendidikan Nasional
menjadi Belanja Transfer Daerah (masuk ke Kas Daerah) namun mulai Tahun
2016 sebagian dana akan dialihkan melalui APBD Provinsi mengikuti ketentuan
pembagian urusan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Namun demikian, diharapkan adanya peningkatan dari
sumber pendapatan ini, khususnya pada dana bagi hasil pajak dari provinsi
serta bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya melalui

peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan.
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4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan Tahun 2020,

maka upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan

daerah antara lain :

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah
adalah :

1.

Peningkatan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah,
termasuk retribusi IMB;

Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui aplikasi T-Reg;

Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk
peningkatan pendapatan;

Peningkatan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen
sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan
kualitas loket pembayaran, pendaftaran dan pembayaran secara
online/ATM/internet bankin dan market place, pemasangan spanduk
/baliho /billboard dan sosialisasi pelaksanaan pungutan pajak
daerah dan retribusi daerah;

Peningkatan koordinasi dan kerjasaman secara sinergis di bidang
Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat (BPN), Pemerintah
Provinsi(pajak kendaraan bermotor) dan Perangkat Daerah penghasil
(integrasi pelayanan pajak reklame dengan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

Penyempurnaan database obyek Pajak PBB termasuk
penyesuaian Zona Nilai Tanah dan penyesuaian harga komponen bahan
bangunan;

Pengembangan sistem PBB/BPHTB dan SIMPAD;

Peningkatan ketaatan Wajib Pajak (WP) melalui kegiatan

pemeriksaan dan sosialisasi berbagai peraturan perpajakan;
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9. Peningkatan kesadaran dan motivasi wajib pajak melalui pemberian
penghargaan dan hadiah bagi wajib pajak daerah.

10. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25 dan 29, PPh Pasal 21)
sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;

11. Kewajiban untuk mendaftarkan NPWP Cabang/lokasi bagi penyedia
barang/jasa yang mendapatkan pekerjaan di Kota Depok.

12. Pertukaran data dengan BPN dan KPP Pratama untuk kepentingan
perpajakan.

13. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam

perhitungan alokasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

4.2. BELANJA DAERAH
4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi

Total Perkiraan Belanja Daerah

Belanja daerah ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan
dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan
untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut prioritaskan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman
pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan
pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar

harga satuan regional.
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Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung
target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan
kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan
dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan
yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi

daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,
baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program
dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur
serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari
program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan
target kinerjanya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20016 sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah
daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih, dan dikelompokan
atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung
terdiri dari : Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belaja
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Langsung
yaitu belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
dan kegiatan, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan
Belanja Modal. Penyediaan belanja barang dan jasa disesuaikan dengan
kebutuhan nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
dengan mempertimbangkan volume pekerjaan. Perkembangan belanja
daerah Kota Depok selama tahun 2011-2019 dan rencana tahun 2020 dapat
dilihat dibawah ini.
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Tabel 4.4 Perkembangan Rencana Belanja Daerah pada APBD Kota Depok
Tahun 2011-2019 dan Rencana Tahun 2020

No Tahun Rencana Belanja Pertumbuhan P::::lsrir:j:zn
1 2011 1,579,042,037,163.03 295,467,967,752.27 23.02
2 2012 1,854,609,216,016.55 275,567,178,853.52 17.45
3 2013 1,817,100,741,345.00 (37,508,474,671.55) (2.02)
4 2014 2,097,914,920,123.16 280,814,178,778.16 15.45
5 2015 2,534,771,028,583.64 436,856,108,460.48 20.82
6 2016 2,820,344,040,977.52 285,573,012,393.88 11.27
7 2017 2,742,636,036,305.01 (77,708,004,672.51) (2.76)
8 2018 3,523,746,275,418.88 781,110,239,113.87 28.48
9 2019 3,346,336,478,825.00 (177,409,796,593.88) (5.03)
10 2020 3,456,323,751,934.00 109,987,273,109.00 3.29

Rata-rata 11.00

Pada Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa secara nominal besaran

belanja daerah dari Tahun 2011-2019 cenderung meningkat, Tetapi apabila

melihat angka pertumbuhan belanja daerah secara umum menunjukkan

perkembangan yang fluktuatif, naik dan turun dengan rata-rata angka

pertumbuhan menunjukan pertumbuhan sebesar 11,00 % (sebelas persen).

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk

mendanai :

1.

Belanja Pegawai, Bunga Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Sosial
Tidak Terencana, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, Belanja Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Pencapaian 6 (enam) Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2020 yang
merupakan penjabaran dari visi dan misi Kota Depok, tersebar dalam
urusan pemerintahan yaitu: (a) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar, (b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar,(c) Urusan Pemerintahan Pilihan dan
(d) Penunjang Urusan. Penyelenggaraan urusan tersebut difokuskan pada
pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta
dalam rangka pemenuhan janji Kepala Daerah dan pelayanan publik

lainnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, anggaran
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untuk fungsi pendidikan dialokasikan minimal 20 % (dua puluh persen)
(termasuk gaji dan tunjangan) dan untuk fungsi kesehatan secara bertahap
akan dipenuhi sebesar 10 % (sepuluh persen) (tidak termasuk gaji dan
tunjangan), anggaran infrastruktur yang berasal dari Dana Alokasi Umum
dan DBH yang bersifat umum dialokasikan sebesar 25 % (dua puluh lima
persen) anggaran untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan
pengawasan oleh APIP sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari
total APBD.

3. Mendanai Pembangunan RSUD Wilayah Timur Secara Komprehensif dan
Tuntas;

4. Mendanai kegiatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD dari sumber
pendapatan BLUD dan SiLPA BLUD;

5. Mendanai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat
(fixed cost) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

6. Mendanai rencana kegiatan prioritas dari hasil proses musrenbang
kecamatan dan kelurahan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi
masyarakat lainnya.

7. Mengoptimalkan target capaian kinerja dan meningkatkan efisiensi dalam

penggunaan anggaran.

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,

Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan untuk belanja tidak langsung pada Tahun Anggaran 2020

adalah sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai

a) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN
serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon
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PNSD dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) sesuai
formasi pegawai Tahun 2020. Penganggaran belanja pegawai untuk
kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang
besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja

pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta
ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden

Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran
penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD,
dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penganggaran Tambahan Penghasilan kepada pegawai ASN
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12
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g)

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Nomor 70 Tahun
2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pemberian tambahan penghasilan
kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala
daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal
belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah
mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu,
dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan
penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas
usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya
tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan
aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta

rasionalitas.

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sebagaimana implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010,
Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi
Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan

tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD,
dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber
dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan
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dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja
Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai

dengan kode rekening berkenaan.

h) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan atas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian
sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan
Non ASN dibatasi hanya didasarkan pada pertimbangan keberadaan ASN
dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nya
terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan
memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN
dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang didasari oleh peraturan yang berlaku.

2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang
telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang
hibah dan bantuan sosial.
a) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan
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lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan
daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Belanja Hibah kepada Partai Politik

Penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Besaran bantuna keuangan kepada partai politik dimaksud
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan
Tertib  Administrasi  Pengajuan, Penyaluran dan  laporan
pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan
Keuangan Partai Politik.

c) Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu
dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD

untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian

atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara

rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan

kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat

diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,

serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut meliputi :

a) Bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/atau kejadian
luar biasa.

b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau

c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu Kkegiatan

pelayanan publik
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Keperluan mendesak tersebut meliputi :

a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

c) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d) Pengeluran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian vyang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau

masyarakat.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi
dan Prioritas Pembangunan Daerah dan Keselarasan dengan

Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional
4.2.3.1. Kebijakan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Depok telah menetapkan kebijakan yang tertuang
dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021. Pada tahun 2020, Pemerintah
Kota Depok telah menetapkan kebijakan pembangunan daerah yaitu
“Pemantapan infrastruktur dalam upaya peningkatan daya saing
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat” yang selanjutnya menjadi tema

pembangunan dan tertuang dalam RKPD Kota Depok Tahun 2020.

Tema pembangunan 2020 berupaya untuk tetap melanjutkan
pembangunan Berkelanjutan yaitu Pembangunan yang telah dilaksanakan
pada periode tahun pertama pelaksanaan RPJMD perlu dijaga
keberlanjutannya pada tahap selanjutnya agar cita-cita menjadi Kota yan
unggul nyaman dan religius dapat tercapai, dengan harapan Pembangunan
yang dilaksanakan harus mengedepankan prinsip smart planning
(specific/spesifik, measurable/terukur, achievable/dapat dicapai, resouces
availability/ketersediaan sumberdaya, time/dibatasi waktu) agar sasaran

pembangunan/ impact dapat dicapai serta dirasakan oleh masyarakat dengan
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memperhatikan Kearifan Lokal dengan memperhatikan aspek sosial dan

budaya setempat.

Kebijakan pembangunan  lainnya yang berkaitan  dengan
penyelenggaraan  pendidikan yaitu Belanja Bantuan  Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari
DAK pada Tahun Anggaran 2020 bagi PAUD yang diselenggarakan
Kabupaten/Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2020 dalam bentuk program dan kegiatan.

4.2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan
fenomena yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan
memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan
pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan hasil
evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kota Depok selama kurun waktu
Tahun 2015-2016, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis
eksternal dan internal yang telah di bahas pada forum perencanaan, maka
dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2020 sebagai
berikut:

1. Ketimpangan yang masih tinggi;

2. Angka pengangguran yang masih tinggi

3. Upaya - upaya promotif dan preventif dalam penguatan derajat kesehatan
yang belum optimal;

4. Peran pemuda dan disabilitas dalam pembangunan di Kota Depok yang

masih rendah;

Minimnya kapasitas jalan;

Kemacetan lalu lintas;

Rendahnya pengelolaan sumber daya air;

Pengelolaan sampah yang belum optimal;

0 ® N o w

Belum optimalnya pelaksanaan smart city;
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10. Rendahnya kualitas SDM di kecamatan dan kelurahan;
11. Angka kemiskinan yang masih tinggi;

12.Pelayanan publik yang masih kurang optimal.

4.2.3.3. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2020 merupakan
agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang merupakan
penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan
daerah dirumuskan dari isu strategis yang diselaraskan dengan sasaran misi
RPJMD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan

nasional (RKP), dan Prioritas Pembangunan Propinsi Jawa Barat (RKPD).

Berdasarkan hasil isu strategis, maka ditetapkan prioritas

pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur publik dan penataan kota yang raman dan
nyaman.

2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan ekonomi
kreatif

3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

4. Meningkatkan ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan yang
ramah dan religious

5. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kokoh dan mandiri.

Prioritas pembangunan Kota Depok pada dasarnya diharapkan dapat

mendukung pencapaian tiga program unggulan sebagai berikut:

a. Depok Kota Sehat (Smart Healthy City)
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional, pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang

di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi
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fungsional di bidang kesehatan. Komponen pengelolaan kesehatan

dikelompokkan dalam subsistem:

a. Upaya kesehatan.

b. Penelitian dan pengembangan kesehatan.
Pembiayaan kesehatan.

Sumber daya manusia kesehatan.

Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat.

@ 0 oo 0

Tabel 4.5 Prioritas Program Unggulan Depok Kota Sehat Tahun 2020

Program . Fokus/prioritas tahun
Unggulan Tahapan / target akhir | Target 2020
Kota Sehat Pengembangan Sistem

Manajemen Kesehatan | Pemetaan FKTP& 1 oo oo pierp dan FKTL

implementasi perwal Kota

keseh
esehatan dan Dehat

keselamatan kerja

Daerah Berbasis Tl FKTL
Pembangunan .
. . . Integrasi system pelayanan
sistem informasi
kesehatan
terpadu
Regulasi & Penyusunan Sosialisasi dan
Kelembagaan Kesehatan | Regulasi Kota implementasi perwal Kota
Sehat. Dehat
Kebijak e
. jakan yang pro Sosialisasi dan
lingkungan,

Sosialisasi dan
implementasi perwal Kota
Dehat

Optimalisasi peran
lembaga/forum
mitra Pemerintah

Cakupan Jaminan
Kesehatan

target 100% UHC
melalui asuransi
bagi penduduk
miskin, pekerja
formal dan peserta
mandiri

Peningkatan kepesertaan
BPJS Mandiri

Kualitas & Kuantitas
Layanan Kesehatan 24
Jam

roadmap layanan
kesehatan

Pemenuhan roadmap
layanan kesehatan
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kemitraan BPJS dng
(FKTP) dan (FKTL)

Advokasi penambahan
FKTP dan FKTL yang
bermitra dg BPJS

Percepatan Evaluasi pelaksanaan
pelayanan perijinan | pelayanan perizinan
Pembangunan Pembangunan dan
RSUD Wilayah pengadaan sarana
Timur prasarana

Layanan kesehatan
24 jam Puskesmas
rawat inap di
setiap Kecamatan
dan Layanan
kegawatdaruratan

Puskesmas rawat inap 3
pkm (Limo, cilodong dan bj
sari)

feedback system
tentang kepuasan
layanan

Optimalisasi peran PPID
utama dan PPID Pembantu

promotif dan
preventif

Optimalisasi peran kader
kesehatan di Kelurahan
melalui kegiatan di
Kelurahan

Program Kota Sehat

mewujudkan Kota
Sehat meliputi 7
(tujuh) tatanan

persiapan 7 tatanan

Optimalisasi peran
Puskesmas dan
forum atau pokja

Pelatihan kader kesehatan

PHBS

Pemberdayaan kader
melalui kegiatan di
Kelurahan, sosialisasi PHBS
melalui

Program Kelurahan
Sehat

Pemberdayaan kader
melalui kegiatan di
Kelurahan

b. Depok Kota Bersih (Zero Waste City)

Salah satu indikator keberhasilan program Depok Kota Bersih adalah

pengelolaan

sampah yang baik.

Di Kota Depok Pengelolaan sampah

melalui 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) diatur dalam Perda Nomor 5

Tahun 2015.

Kebijakan pengelolaan sampah 3R disesuaikan dengan

komposisi dan sumber sampah. Komposisi sampah di Kota Depok sebagian
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besar berupa sisa makanan (40 persen), kayu, ranting dan daun (15
persen) serta sisanya berupa kertas, plastik, logam, kain dan tekstil, karet
dan kulit, kaca dan lainnya. Sejak tahun 2006, Pemerintah Kota Depok
melakukan beberapa program seperti sosialisasi komposting rumah tangga
dengan Takakura system dan pendirian UPS (unit pengolahan sampah).
UPS pada awal pendiriannya ditujukan untuk menampung sampah untuk
kemudian dipilah di UPS. Ada lebih dari 40 lokasi yang telah disiapkan
untuk menjadi UPS. Dalam perkembangannya, UPS ditujukan khusus

menjadi tempat mengolah sampah organik. Saat ini, ada 32 UPS yang

sudah berjalan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos.

Tabel 4.6 Prioritas Program Unggulan Depok Kota Bersih Tahun 2020

Program Tahapan / Target Antara Fokus/prioritas tahun 2020
Unggulan | target akhir
Depok Infrastruktur | Pemanfaatan & efisiensi Penambahan volume yang
Kota Persampahan | UPS masuk ke UPS dan magoot
Bersih Kota

Depok Recycle Center

Pembuatan kajian / Analisa
pengelolaan sampah yg tepat

Integrasi UPS/Recycle
Center dengan konsep
green building, green
wall/roof dan taman

kajian konsep integrasi UPS

Kemitraan dengan TPA
Terpadu Nambo

Optimalisasi volume sampah
yang diangkut ke Nambo

Revitalisasi TPA Cipayung

Akan dilakukan Revitalisasi TPA
Cipayung setelah ada FS di
2019

Fasilitas drop off sampah
non organik

Bank sampah induk

Mencari lokasi Bank Sampah
Induk

Pusat Riset &
Training

Pendirian pusat riset &
training zero waste city

Oprimalisasi pemanfaatan UPS
sebagai pusat riset

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Depok Tahun Anggaran 2020

87



Pengembangan sistem
pengolahan sampah B3
dan sampah elektronik (e-
waste) melalui : Sistem
pengolahan, Metode
reverse logistic
(pengambilan), Pilot
project dan Scaling up

Pembuatan kajian/Analisa
pengembangan system
pengolahan sampah elektronik

Revitalisasi TPA Cipayung
melalui :

Studi alternatif teknologi
tepat guna (WTE dan
produk lainnya) dan
kerjasama dengan pihak
swasta, donor, universitas

Dokumen FS masih akan
dilakukan di 2019 dan
revitalisasi TPA Cipayung akan
dilakukan 2020

Manajemen Regulasi regulasi Mengurangi sampah di sumber,
Pengelolaan | pengelolaan zero waste target pengurangan sampah
Sampah city 25%, peningkatan pelayanan
Modern dan optimalisasi operasional

TPA Nambo

Panduan teknis sistem
penanganan sampah kota
berkelanjutan yang
terintergrasi

2025 : 70% penanganan 30%
pengurangan sampah

Pengembangan sistem
manajemen sampah kota
berbasis Teknologi
Informasi

Database system bank sampah
online

Integrasi pengelolaan
sampah antar pelaku
sektor persampahan (UPS,
Recycle Center, Bank
Sampah, Pemulung,
Pengepul swasta, Industri
Recycle)

Optimalisasi integrasi
pengelolaan sampah antar
pelaku sektor persampahan

c. Depok Kota Ramah Keluarga (Family Friendly City)
Kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam Ketahanan keluarga ditujukan
untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang pada akhirnya dapat lahir
sumber daya manusia yang tangguh dari setiap keluarga di Depok.
Ketahanan keluarga yang dimaksud mencakup aspek kesehatan, ekonomi,
pendidikan, infrastruktur dan interaksi sosial. Strategi yang diterapkan
adalah membangun sistem sosial yang mendukung, mulai dari tingkat

individu, keluarga maupun komunitas seperti yang digambarkan melalui
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bagan berikut. Pada tiap tingkatan dijelaskan pula unsur yang sepatutnya

dibentuk. Untuk membangun kompetensi tersebut, disusun beberapa

program sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketahanan Keluarga, yang akan ditempuh melalui:

a. Peningkatan Keberfungsian Keluarga

b. Peningkatan Kualitas Manajemen Sumberdaya dan Masalah Keluarga

c. Regulasi dan Kelembagaan Ketahanan Keluarga
2. Peningkatan dan pengembangan Kota Layak Anak,

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga, melalui:

a. Perlindungan dan Bantuan kepada kelompok dan keluarga rentan

1) Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan

2) Pencegahan Risiko, Penurunan Ancaman dan Kerentanan

b. Peningkatan Kualitas Transaksi Keluarga dengan Lingkungan Sosial dan

lingkungan fisik

1) Peningkatan kualitas kesehatan keluarga,

2) Peningkatan inisasi, keterlibatan, partisipasi keluarga dalam

kegiatan sosial

3) Peningkatan perilaku keluarga dalam membangun modal sosial

dan masyarakat berkarakter

4) Peningkatan kualitas lingkungan rumah dan pemukiman

5) Peningkatan perilaku keluarga dalam konservasi dan

pemeliharaan lingkungan alam

6) Pembangunan Infrastruktur Ramah Keluarga (Ramah Anak,

Lansia dan Difabel).

Tabel 4.7 Prioritas Program Unggulan Depok Kota Ramah Keluarga Tahun

2020
Program Tahapan / target Target Antara Fokus/prioritas
Unggulan akhir tahun 2020
Depok Kota Peningkatan Peningkatan Keberfungsian Pelatihan pra
Ramah Keluarga | Ketahanan Keluarga | Keluarga nikah
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Peningkatan Kualitas
Manajemen Sumberdaya dan
Masalah Keluarga

Optimalisasi
peran P2TP2A

Regulasi dan Kelembagaan Implementasi
Ketahanan Keluarga Perda tentang
Ketahanan
Keluarga
Peningkatan Peningkatan Kualitas Keluarga | Implementasi
Kualitas Lingkungan | Miskin dan Rentan RAD dan
Keluarga integrasi data
kemiskinan
Pencegahan Risiko, Penurunan | Pembentukan

Ancaman dan Kerentanan
Keluarga

puskesos dan
TKSK di setiap
kelurahan

Peningkatan Kualitas Transaksi
Keluarga dengan Lingkungan
Sosial dan lingkungan fisik

Implementasi
RW Ramah Anak

Peningkatan dan
pengembangan
Kota Layak Anak

Pembentukan dan pembinaan
kel dan kec layak anak

Pembinaan kel
dan kec layak
anak

Revitalisasi RW Ramah Anak Pembentukan
RW Ramah Anak
Pembentukan Forum Anak di Pembentukan

setiap kel

Forum Anak di
Setiap Kelurahan

Pembangunan Rumah Singgah | Kajian
pembangunan
rumah singgah

Pengaturan media ramah anak | Penyusunan
perda atau

perwa terkait
ketentuan media
ramah anak

Depok Kota
Ramah Keluarga

Peningkatan dan
pengembangan
Kota Layak Anak

Memastikan keamanan siswa
akan ancaman/bullying dan
kejahatan lainnya di dalam
maupun di luar

sekolah

Sekolah Ramah
Anak

Sistem keamanan kawasan
yang memperhatikan
keamanan dan keselamatan
anak

Sekolah Ramah
Anak

Pelayanan aduan kekerasan

Optimalisasi
peran dan fungsi
P2TP2A
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Pemantauan pelaksanaan Implementasi
Perda Pengawasan dan Perda No. 6
Pengendalian Minuman Tahun 2008
Beralkohol (Perda No 6 tahun
2008)
Fasilitasi bagi organisasi atau | Implementasi
lembaga pendukung program | Perda No. 9
Kota Layak Anak tahun 2017
Mendorong dan mengatur Optimalisasi
keterlibatan pihak swasta peran dan fungsi
dari Asosiasi
Perusahaan
Sayang Anak

Selain program prioritas, terdapat janji Wali Kota dan wakil Wali Kota

sebagai bagian dari kebijakan pembangunan tahun 2020. Terdapat 10

(sepuluh) janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang telah disampaikan

secara publik. Kesepuluh janji tersebut merepresentasikan keinginan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota untuk mencapai Depok unggul, nyaman, dan

religius. Adapun kesepuluh janji tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

No | Program Janji Walikota Indikator 2020
1 | Program Depok Peduli Pendidikan
Bantuan Siswa Miskin dan Kesejahateraan Guru Honorer
a. | Bantuan Siswa Miskin
Bantuan Sosial Siswa
Rawan DO
- SD/MI/SDLB siswa miskin yang 5.703
mendapat bantuan
- SMP/MTs siswa miskin yang 6.411
mendapat bantuan
b. | Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer
Jumlah guru honorer 1.322
- SDN SDN
Jumlah guru honorer 216
- SMPN SMPN
c. | Peningkatan Kesejahteraan Guru swasta
- PAUD/TK/RA/TPA/TPQ | Jumlah guru swasta 8.105
- PKBM Jumlah guru swasta 224
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No | Program Janji Walikota Indikator 2020
- SLB Jumlah guru swasta 96
- SD/MI Jumlah guru swasta 4.693
- SMP/MTs Jumlah guru swasta 3.979
2 Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan dan
Pembangunan RSUD di Wilayah Timur.
Pembangunan RSUD di RSUD di wilayah
a. Wilayah Timur Timur yang Perencanaan
terbangun
b. | Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan
-PONED Unit Puskesmas 1 unit (Cilodong)
-24 Jam Unit Puskesmas -
-Perwatan Unit Puskesmas 3 unit
Pembangunan Taman Jumlah Taman yang
3 | Terpadu di setiap 11 lokasi
Kelurahan terbangun
Pembangunan Pusat
4 g;izsgluizkgjfj:;:& Unit Terbangun pembangunan
Kreatif.
5 Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat yang Bersih & Nyaman dan
Penyediaan 1000 Kios/los UMKM.
Pembangunan Pasar pembangunan
a Rakyat
b | Revitalisasi Pasar Lokasi 4 lokasi
200 buah
c Penyediaan 1000 Kios/Los Kios/los
UMKM.
6 Pembangunan Sentra ekonomi Kreatif (Balai Kreatif, Rumah
Kemasan dan Griya Pamer).
a Ealal Kreatif dan Griya Unit Terbangun pembangunan
amer
b | Rumah Kemasan Unit Terbangun pembangunan
7 Peningkatan insentif RT, RW dan LPM.
RT Jumlah RT 5.446
RW Jumlah RW 973
LPM Jumlah LPM 63
8 Peningkatan Dana Operasional bagi kader Posyandu dan Posbindu.
Posyandu Jumlah Kader 10.350
Posbindu Jumlah Kader 3.625
9 Pemberian Dana Insentif Orang 175
bagi Pembimbing Rohani.
10 Pembangunan Alun-alun Unit Terbangun pemeliharaan

Kota Depok.
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Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok

Tahun 2020

Sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang
mengamanatkan pentingnya keselarasan dengan RPJMD Kota Depok, prioritas
Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN, dan Prioritas Provinsi
yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat. Maka Prioritas pembangunan

Kota Depok Tahun 2020 telah sesuai dengan amanat Prioritas Nasional dan

Jawa barat sesuai pada tabel berikut.

Tabel 4.9. Keselarasan Pembangunan antara Prioritas Nasional, Propinsi
Jawa Barat dan Kota Depok

Prioritas Nasional

(P)

Prioritas Provinsi
Jawa Barat (JB)

Prioritas Kota Depok

1. Pembangunan
Manusia dan
Pengentasan
Kemiskinan.

2. Penguatan
Konektivitas dan
Pemerataan.

3. Peningkatan Nilai
Tambah Ekonomi
dan Kesempatan
Kerja.

4. Pemantapan
Ketahanan Pangan,
Air, Energi dan
Pelestarian
Lingkungan Hidup

5. Stabilitas
Pertahanan dan
Keamanan.

. Akses pendidikan

untuk semua. (P1)

. Desentralisasi

pelayanan
kesehatan.(P1)

. Pertumbuhan

ekonomi umat
berbasis
inovasi.(P3)

. Pengembangan

destinasi dan
infrastruktur
pariwisata.(P2)

. Pendidikan agama

dan tempat ibadah
juara.(P1)

. Infrastruktur

konektivitas
wilayah. (P2)

. Gerakan bangun

desa (Gerbang
desa).(P2,P3,P4,P5)

. Subsidi gratis

golekmah. (P1,P3)

. Inovasi pelayanan

publik dan penataan
daerah (P1,P2,P5)

. Membangun infrastruktur

publik dan penataan kota
yang raman dan
nyaman. (P2, JB4, JB5)

. Meningkatkan daya saing

ekonomi melalui
pengembangan ekonomi
kreatif (P3,JB3,JB7,JB8)

. Meningkatkan kualitas

lingkungan hidup (P4,JB4)

. Meningkatkan ketahanan

keluarga dan sosial
kemasyarakatan yang
ramah dan religious
(P1,P5,JB5)

. Percepatan pengurangan

kemiskinan dan
pengangguran(P3,JB7,JB8)

. Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia yang
kokoh dan
mandiri.(P1,JB1,JB2)
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4.2.4. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan dan

Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan
sosial.  Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui
prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan

peraturan perundangan-undangan.
4.2.4.1. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri dari : (a) Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, (b) Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,(c) Urusan
Pemerintahan Pilihan dan (d) Penunjang Urusan. Urusan wajib adalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi
dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Urusan pilihan adalah urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi

unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan yang diselenggarakan pemeritahan daerah berjumlah 32 urusan.
Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 urusan.
Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar teridir dari 18

urusan. Urusan pilihan terdiri dari 8 urusan.
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Kebijakan
berdasarkan Urusan Pemerintahan berjumlah Rp 3.456.323.751.934,00 yang
terdiri dari Belanja langsung sebesar Rp 2.124.440.674.272,00 dan Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp

belanja pegawai

1.331.883.077.662,00,- termasuk didalamnya
sebesar Rp 1.073.587.537.048,00,-.

belanja daerah Kota Depok Tahun Anggaran

Secara

kebijakan belanja tersebut di sajikan pada Tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel 4.10.

Anggaran 2020

Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun

2020

lengkap,

Plafon Anggaran Sementara

Kode Urusan Pemerintah
Rekening Daerah/Perangkat Daerah Belanja Tl(céz:)l; Langsung Belanja Langsung (Rp) Jumlah (Rp)
o1 URUSAN WAJIB PELAYANAN
01. DASAR 563,528,394,142.00 | 1,204,566,886,653.00 | 1,768,095,280,795.00
1.01.01. | PENDIDIKAN 361,558,555,491.00 |  263,560,881,007.00 | 625,119,436,498.00
1.01.01.01. | DINAS PENDIDIKAN 361,558,555,491.00 263,560,881,007.00 625,119,436,498.00
1.01.02. | KESEHATAN 129,895,640,992.00 |  308,274,882,563.00 | 438,170,523,555.00
1.01.02.01. | DINAS KESEHATAN 95,681,452, 343.00 184,905,323,073.00 280,586,775,416.00
01,0202, | ROMAH SAKIT UMUM DAERAH
01.02.02. | pqiyp) 34,214,188,649.00 123,369, 559,490.00 157,583,748,139.00
1 01.03 PEKERJAAN UMUM DAN
01.03. | bENATAAN RUANG 19,395,498,603.00 |  287,322,331,253.00 | 306,717,829,856.00
1 01.03.01. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
01.03.01. | pENATAAN RUANG 19,395,498,603.00 287,322,331,253.00 306,717,829,856.00
10108 PERUMAHAN RAKYAT DAN
01.04. | L AWASAN PERMUKIMAN 12,814,007,984.00 | 294,632,383,080.00 | 307,446,391,064.00
+ 01.04.01._| DINAS PERUMAHAN DAN
-01.04.01. | pepMUKIMAN 12,814,007,984.00 294,632,383,080.00 307,446,391,064.00
KETENTERAMAN, KETERTIBAN
1.01.05. | UMUM, DAN PERLINDUNGAN
T 32,830,136,410.00 44,218,502,400.00 77,048,638,810.00
1.01.05.01. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 15,786,131,649.00 22,186,042,500.00 37,972,174,149.00
1.01.05.02. | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
01.05.02. | peNvEL AMATAN 17,044,004, 761.00 22,032,459,900.00 39,076,464,661.00
1.01.06. | SOSIAL 7,034,554,662.00 6,557,906,350.00 13,592,461,012.00
1.01.06.01. | DINAS SOSIAL 7,034,554,662.00 6,557,906,350.00 13,592,461,012.00
102 URUSAN WAJIB NON
02. PELAYANAN DASAR 136,073,077,367.00 | 522,283,549,810.00 | 658,356,627,177.00
1.02.01. | TENAGA KERJA 7,429,118,170.00 5,614,098,400.00 13,043,216,570.00
1.02.01.01. | DINAS TENAGA KERJA 7,429,118,170.00 5,614,098,400.00 13,043,216,570.00
1.02.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
:02.02. | ;AN PERLINDUNGAN ANAK 9,621,534,378.00 8,864,095,060.00 18,485,629,438.00
DINAS PERLINDUNGAN ANAK,
1.02.02.01. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ATV 9,621,534,378.00 8,864,095,060.00 18,485,629,438.00
1.02.03. | PANGAN

13,592,970,770.00

2,387,281,900.00

15,980,252,670.00
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DINAS KETAHANAN PANGAN,

1.02.03.01. | pbERTANIAN DAN PERIKANAN 13,592,970,770.00 2,387,281,900.00 15,980,252,670.00
1.02.04. | PERTANAHAN - | 184,500,000,000.00 | 184,500,000,000.00
01,0401 | DINAS PERUMAHAN DAN

01.04.01. | pepMUKIMAN . 184,500,000,000.00 184,500,000,000.00
1.02.05. | LINGKUNGAN HIDUP 14,461,027,607.00 | 186,167,685,100.00 | 200,628,712,707.00
1.02.05.01. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

-02.05.01. | \FRERSIHAN 14,461,027,607.00 186,167,685,100.00 200,628,712,707.00
1 02.06. | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

-02.06. | pAN PENCATATAN SIPIL 16,577,592,126.00 8,730,046,000.00 25,307,638,126.00
1 02.06.01. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN

-02.06.01. | pENCATATAN SIPIL 16,577,592,126.00 8,730,046,000.00 25,307,638,126.00
1 02.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

02.07. | paNDESA . 1,280,120,900.00 1,280,120,900.00

DINAS PERLINDUNGAN ANAK,
1.02.02.01. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TN . 1,280,120,900.00 1,280,120,900.00
1.02.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

02.08. | \F| UARGA BERENCANA - 16,274,033,600.00 16,274,033,600.00

DINAS PERLINDUNGAN ANAK,
1.02.02.01. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENBERDAYAA . 16,274,033,600.00 16,274,033,600.00
1.02.09. | PERHUBUNGAN 25,389,848,335.00 53,628,351,200.00 79,018,199,535.00
1.02.09.01. | DINAS PERHUBUNGAN 25,389,848,335.00 53,628,351,200.00 79,018,199,535.00
1.02.10. | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10,094,222,267.00 25,689,938,650.00 35,784,160,917.00
021001 | DINAS KORUNIKAST DAN

:02.10.01. | | \FORMATIKA 10,094,222,267.00 25,689,938,650.00 35,784,160,917.00
T on11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN

0211 | MENENGAH 6,966,899,251.00 6,610,568,000.00 13,577,467,251.00
+ 021101 | DINAS KOPERAST DAN USAHA

021101 | kRO 6,966,899,251.00 6,610,568,000.00 13,577,467,251.00
1.02.12. | PENANAMAN MODAL 17,061,079,788.00 4,543,917,000.00 21,604,996,788.00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
1.02.12.01. gFﬁJANAN TERPADU SATU 17,061,079,788.00 4,543,917,000.00 21,604,996, 788.00
1.02.13. | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 7,528,638,331.00 8,296,661,000.00 15,825,299,331.00
1 02.13.01. | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,

02.13.01. | \FBUDAYAAN DAN PARIWISATA 7,528,638,331.00 8,296,661,000.00 15,825,299,331.00
1.02.14. | STATISTIK . 1,200,250,000.00 1,200,250,000.00
071001 | DINAS KORUNIKAST DAN

02.10.01. | | \FORMATIKA . 1,200,250,000.00 1,200,250,000.00
1.02.15. | PERSANDIAN . 330,000,000.00 330,000,000.00
1.02.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN

-02.10.01. | |\FORMATIKA . 330,000,000.00 330,000,000.00
1.02.16. | KEBUDAYAAN . 2,815,000,000.00 2,815,000,000.00
1.02.13.01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,

-02.13.01. | \FRUDAYAAN DAN PARIWISATA . 2,815,000,000.00 2,815,000,000.00
1.02.17. | PERPUSTAKAAN . 2,123,053,000.00 2,123,053,000.00
1.02.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN

-02.18.01. | prppUSTAKAAN . 2,123,053,000.00 2,123,053,000.00
1.02.18. | KEARSIPAN 7,350,146,344.00 3,228,450,000.00 10,578,596,344.00
-+ 07.18.01._| DINAS KEARSIPAN DAN

-02.18.01. | peppUSTAKAAN 7,350,146, 344.00 3,228,450,000.00 10,578,596, 344.00
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2.01. URUSAN PILIHAN 13,321,435,495.00 27,521,362,692.00 40,842,798,187.00
2.01.01. | KELAUTAN DAN PERIKANAN ] 1 566,869,900.00 1 566,869,900.00
1 02.03.01. | DINAS KETAHANAN PANGAN,
-02.03.01. | BERTANIAN DAN PERIKANAN . 1,566,869,900.00 1,566,869,900.00
2.01.02. | PARIWISATA . 1,380,000,000.00 1,380,000,000.00
1 02.13.01. | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
-02.13.01. | \FBUDAYAAN DAN PARIWISATA . 1,380,000,000.00 1,380,000,000.00
2.01.03. | PERTANIAN . 5,006,450,800.00 5,006,450,800.00
1 02.03.01. | DINAS KETAHANAN PANGAN,
-02.03.01. | BERTANIAN DAN PERIKANAN . 5,006,450,800.00 5,006,450,800.00
2.01.04. | KEHUTANAN ] ] )
ENERGI DAN SUMBER DAYA
2.01.05. | AERS ) ) )
2.01.06. | PERDAGANGAN 13,321,435,495.00 16,403,000,192.00 29,724,435,687.00
2 01.06.01. | DINAS PERDAGANGAN DAN
:01.06.01. | pERINDUSTRIAN 13,321,435,495.00 16,403,000,192.00 29,724,435,687.00
2.01.07. | PERINDUSTRIAN . 3,082,517,000.00 3,082,517,000.00
> 01.06.01. | DINAS PERDAGANGAN DAN
-01.06.01. | pERINDUSTRIAN . 3,082,517,000.00 3,082,517,000.00
2.01.08. | TRANSMIGRASI . 82,524,800.00 82,524,800.00
1.02.01.01. | DINAS TENAGA KERJA ] £2.524.800.00 £2.524.800.00
o1 PENUNJANG URUSAN
01 PEMERINTAHAN 407,574,575,034.00 47,327,509,350.00 |  454,902,084,384.00
0101 PENUNJANG URUSAN
01.01. | HEMERINTAHAN 407,574,575,034.00 47,327,509,350.00 |  454,902,084,384.00
3.01.01.00. | PPKD 258,295,540,614.00 . 258,295,540,614.00
3.01.01.01. | INSPEKTORAT DAERAH 9,946,584,940.00 6,396,921,000.00 16,343,505,940.00
3.01.01.02. | BADAN KEUANGAN DAERAH 78,957,211,722.00 13,366,693,850.00 92,323,905,572.00
BADAN PERENCANAAN

3.01.01.03. | PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
AN CLINAN DAN PEN: 11,882,160,248.00 10,695,757,000.00 22,577,917,248.00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN

3.01.01.04. | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 48,493,077,510.00 16,868,137,500.00 65,361,215,010.00
MANUSIA

o PENDUKUNG URUSAN

01 PEMERINTAHAN 81,396,390,043.00 | 113,355,492,730.00 | 194,751,882,773.00
@ 01,01 PENDUKUNG URUSAN

01.01. | pEMERINTAHAN 81,396,390,043.00 | 113,355,492,730.00 | 194,751,882,773.00
201.01.01| DEWAN PERWAKILAN RAKVAT

01.01.01. | ) repa 31,858,151,907.00 . 31,858,151,907.00
4.01.01.02. | KEPALA DAERAH DAN WAKIL

01.01.02. | \FpALA DAERAH 1,847,222,902.00 . 1,847,222,902.00
4.01.01.03. | SEKRETARIAT DAERAH 37,800,242,302.00 65,143,266,450.00 102,943,508,752.00
4.01.01.04. | SEKRETARIAT DPRD 9,890,772,932.00 48,212,226,280.00 58,102,999,212.00
3.01. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 129,989,205,581.00 |  209,385,873,037.00 | 339,375,078,618.00
5.01.01. | URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 129,989,205,581.00 |  209,385,873,037.00 | 339,375,078,618.00
5.01.01.01. | KECAMATAN BEJI 12,250,794,568.00 19,372,630,808.00 31,623,425,376.00
5.01.01.02. | KECAMATAN CIMANGGIS

12,426,170,573.00

18,911,026,534.00

31,337,197,107.00
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5.01.01.03. | KECAMATAN LIMO 9,209,545,223.00 12,027,774,848.00 21,237,320,071.00
5.01.01.04. | KECAMATAN PANCORAN MAS 12,647,169,667.00 21,468,882,650.00 34,116,052,317.00
5.01.01.05. | KECAMATAN SAWANGAN 12,679,579,269.00 21,945,012,800.00 34,624,592,069.00
5.01.01.06. | KECAMATAN SUKMAJAYA 12,379,676,515.00 20,252,619,600.00 32,632,296,115.00

JUMLAH | 1,331,883,077,662.00 | 2,124,440,674,272.00 | 3,456,323,751,934.00

4.2.4.2. Kebijakan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, bahwa perangkat daerah terdiri dari: Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan
Kecamatan. Berpedoman pada peraturan tersebut di atas, maka diterbitkan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Depok. Selanjutnya peraturan tersebut menjadi
pedoman dalam menyusun kebijakan belanja berdasarkan Perangkat Daerah

sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.11. Kebijakan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2020

RENCANA BELANJA
NO. SKPD TIDAK LANGSUNG TA N e TOTAL BELANJA
1| DINAS PENDIDIKAN 361,558,555,491.00 263,560,881,007.00 625,119,436,498.00
2 | DINAS KESEHATAN 95,681,452, 343.00 184,905,323,073.00 280,586,775,416.00
3 EX’E"F’?X'HSAK'T UMUM 34.214,188,649.00 123,369,559,490.00 157,583,748,139.00
4 Bﬂfﬁgﬁﬁﬁﬁ“&%g"‘ 19,395,498, 603.00 287,322,331,253.00 306,717,829,856.00
5 gg’;ﬁﬁﬁmﬁ‘”““ DAN 12,814,007.984.00 479,132,383,080.00 491,946,391,064.00
6 | prpa POLISIPAMONG 15.786,131.649.00 22,186,042,500.00 37,972,174,149.00
DINAS PEMADAM
7| KeBaKaRAN DAN 17.044.004.761.00 22,032,459,900.00 39,076,464,661.00
8 | DINAS SOSIAL 7,034.554.662.00 6,557,906,350.00 13,592,461,012.00
9 | DINAS TENAGA KERJA 7,429.118,170.00 5,696,623,200.00 13,125,741,370.00
DINAS PERLINDUNGAN
10 fA':’;@\RPE'Iz‘ETE'E%YAAN 0.621.534,378.00 26,418,249,560.00 36,039,783,938.00
KELUARGA
DINAS KETAHANAN
11| PANGAN, PERTANIAN DAN 13,592,970.770.00 8,960,602,600.00 22,553,573,370.00
12| DI O AN 14.461.027.607.00 186,167,685,100.00 200,628,712,707.00
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DINAS KEPENDUDUKAN

13| DAN PENCATATAN SIPIL 16,577,592,126.00 8,730,046,000.00 25,307,638,126.00
14 | DINAS PERHUBUNGAN 25.389,848,335.00 53,628,351,200.00 79,018,199,535.00
15 mﬁémﬁwms' DAN 10,094,222,267.00 27,220,188,650.00 37,314,410,917.00
16 | Dean g OAN 6,966,899.251.00 6,610,568,000.00 13,577,467,251.00
DINAS PENANAMAN MODAL
17| DAN PELAYANAN TERPADU 17.061.079.788.00 4,543,917,000.00 21,604,996,788.00
DINAS PEMUDA,
18 | OLAHRAGA, KEBUDAYAAN 7.528,638,331.00 12,491,661,000.00 20,020,299,331.00
19 gg’;ﬁi;ﬁ&iﬁ” DAN 7,350,146, 344.00 5,351,503,000.00 12,701,649,344.00
20 | DS PERDGANGAN DAN 13,321.435,495.00 19,485,517,192.00 32,806,952,687.00
21 | PPKD 258,295,540,614.00
22| INSPEKTORAT DAERAH ,946,584,940.00 6,396,921,000.00 16,343,505,940.00
23 | pADEN KEUANGAN 78.957,211,722.00 13,366,693,850.00 92,323,905,572.00
BADAN PERENCANAAN
24 | PENEANGUNAN DAN 11.882.160,248.00 10,695,757,000.00 22,577,917,248.00
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN
25 | DAN PENGEMBANGAN 48.493,077.510.00 16,868, 137,500.00 65,361,215,010.00
26 | DPRD 11.858,151.907.00 31,858,151,907.00
27 | KDH WKDH 1 847.222.902.00 1,847,222,902.00
28 | SEKRETARIAT DAERAH 37,800,242, 302.00 65,143,266,450.00 102,943,508, 752.00
29 | SEKRETARIAT DPRD ,890,772,932.00 48,212,226,280.00 58,102,999,212.00
30 | KECAMATAN BEJI 12,250.794.568.00 19,372,630,808.00 31,623,425,376.00
31 | KECAMATAN CIMANGGIS 12,426,170.573.00 18,911,026,534.00 31,337,197,107.00
32 | KECAMATAN LIMO 9,209,545,223.00 12,027,774,848.00 21,237,320,071.00
33 | RECAMATAN PANCORAN 12,647.169.667.00 21,468,882,650.00 34,116,052,317.00
34 | KECAMATAN SAWANGAN 12,679.579.269.00 21,945,012,800.00 34,624,592,069.00
35 | KECAMATAN SUKMAJAYA 12,379,676,515.00 20,252,619,600.00 32,632,296,115.00
36 | KECAMATAN TAPOS 12,471, 714.355.00 23,521,514,650.00 35,993,229,005.00
37 | KECAMATAN CINERE 8.261.558,650.00 14,961,456,000.00 23,223,014,650.00
38 | KECAMATAN CIPAYUNG 10,549.840.516.00 15,280,664,700.00 25,830,505,216.00
39 | KECAMATAN BOJONGSARI 13,368,330,956.00 21,489,239,950.00 34,857,570,906.00
40 | KECAMATAN CILODONG 10.308,877,032.00 16,410,032,497.00 26,718,909,529.00
a1 | KANTORKESATUAN 3.435,948,257.00 3,745,018,000.00 7,180,966,257.00
JUMLAH 1,331,883,077,662.00 | 2,124,440,674,272.00 | 3,456,323,751,934.00
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4.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah transaksi

untuk menutupi

keuangan daerah yang bertujuan

defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran,

yang dirinci menurut sumber pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan

dan pengeluaran pembiayaan serta merupakan transaksi keuangan yang

dimaksudkan untuk menutupi
Daerah.

Anggaran Tahun Lalu,

Penerimaan pembiayaan terdiri

selisih antara Pendapatan dan Belanja

atas Sisa Lebih Perhitungan

Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Aset

Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali

Penerimaan
Pengeluaran pembiayaan terdiri

Penyertaan Modal

Pinjaman

dan Penerimaan
atas:
(Investasi) Daerah,

Pemberian Pinjaman Daerah.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembentukan

Piutang Daerah.

Sedangkan

Dana Cadangan,

Pembayaran Pokok Utang dan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2020 akan

diarahkan terutama untuk menutup defisit anggaran akibat tingginya

kebutuhan belanja daerah. Penerimaan Pembiayaan akan diperoleh dari

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

(SILPA).

Perkembangan pembiayaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel. 4.12 Perkembangan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2011-
2019 dan Rencana Tahun 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN
Tahun JUMLAH Pertumbuhan JUMLAH Pertumbuhan
Rp % Rp %
2011 | 282,545,035,377.82|  55.801.896.311,00 24,61 1,306,314,860.00]  3,755,325,702.00 -74.19
2012 | 311,245,973,725.58]  28,700,938,347.76]  10.16 8,535,777,800.00]  7,229,462,940.00|  553.42
2013 | 383,057,233,807.00]  71,811,260,081.42] 23.07 15,200,000,000.00]  6,664,222,200.00]  78.07
2014 | 262,916,136,536.00] (120,141,097,271.00)] (31.36) 2,250,000,000.00] (12,950,000,000.00)  (85.20)
2015 | 386,816,135,744.35|  123,899,999,208.35|  47.13 14,700,000,000.00]  12,450,000,000.00] ~ 553.33
2016 | 570,400,000,000.00|  183,583,864,255.65| 47.46 13,700,000,000.00]  (1,000,000,000.00)]  (6.80)
2017 | 563,003,264,341.00]  (7,396,735,659.00)| (1.30)|  100,000,000,000.00]  86,300,000,000.00]  629.93
2018 | 561,106,661,652.00]  (1,896,602,689.00)| (0.34) 128,636,652,929|  28,636,652,929.00]  28.64
2019 | 654,365,450,000.00]  93,258,788,348.00| 16.62 100,000,000,000| (28,636,652,929.00)  (22.26)
2020 | 615,741,707,034.00] (38,623,742,966.00)] (5.90) 74,094,500,000| (25,905,500,000.00)]  (25.91)
Rata-rata 10.55 162.90
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Berdasarkan Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan
cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 10,55 % (sepuluh koma lima puluh lima persen). Di satu sisi
peningkatan penerimaan pembiayaan ini menjadi sesuatu yang diperlukan
karena dapat dipergunakan sebagai penutup defisit anggaran, namun di sisi
lain juga menjadi suatu permasalahan tersendiri apabila melihat sumber dari
penerimaan pembiayaan ini sebagian besar berasal dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Sedangkan pada Pengeluaran Pembiayaan direncanakan
pengeluaran untuk penyertaan modal pada PDAM Tirta Asasta senilai Rp
74.094.500.000,00 dalam

kompensasi pengalihan kepemilikan PDAM Tirta Kahuripan di wilayah Kota

rangka penguatan struktur permodalan dan
Depok. Secara ringkas rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam
Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada

Tabel 4.13 di bawah ini.

Tabel. 4.13 Ringkasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Depok Tahun

Anggaran 2020

Relf(zc:\?ng Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

1. PENDAPATAN DAERAH 2.914.676.544.900,00
1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.256.555.614.491,00
1.1.1. Pajak Daeraht) 1.027.794.130.000,00
1.1.2. Retribusi Daerah 1) 39.900.195.661,00
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 13.453.680.535,00

Dipisahkan

1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 175.407.608.295,00
1.2. DANA PERIMBANGAN 1.036.073.143.000,00
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 103.283.225.000,00
1.2.2. Dana Alokasi Umum 932.789.918.000,00
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 0,00
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1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 622.047.787.409,00
1.3.1. Pendapatan Hibah 124.080.200.000,00
1.3.2. Dana Darurat 0,00
1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 477.502.251.409,00

Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 20.465.336.000,00
1.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau 0,00
pemerintah daerah lainnya
Jumlah Pendapatan 2.914.676.544.900,00
2. BELANJA DAERAH 3.456.323.751.934,00
2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.331.883.077.662,00
2.1.1. Belanja Pegawai 1.073.587.537.048,00
2.1.2. Belanja Bunga 0,00
2.1.3. BELANJA SUBSIDI 0,00
2.1.4. Belanja Hibah 172.442.826.300,00
2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 32.489.000.000,00
2.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA 0,00
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN

2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada 1.398.204.000,00
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa dan Partai Politik

2.1.8. Belanja Tidak Terduga 51.965.510.314,00

2.2, BELANJA LANGSUNG 2.124.440.674.272,00

Jumlah Belanja 3.456.323.751.934,00
Surplus/Defisit (541.647.207.034,00)

3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 615.741.707.034,00

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 615.741.707.034,00
Sebelumnya (SiLPA)

3.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00

3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 0,00
Dipisahkan

3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00

3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman 0,00
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3.1.6. Penerimaan piutang daerah 0,00
3.1.7. Penerimaan kembali investasi dana bergulir 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 615.741.707.034,00
3.2, PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 74.094.500.000,00
3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00
3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 74.094.500.000,00
3.2.3. Pembayaran Pokok Utang 0,00
3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

74.094.500.000,00

Pembiayaan Netto

541.647.207.034,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

0
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BAB V
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 memuat kebijakan
umum dan arah pembangunan daerah. Kebijakan Umum APBD ini setelah
disepakati antara Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terjadi perubahan pendapatan setelah KUA dan PPAS
disepakati, maka :

1. Apabila perubahan tersebut terjadi karena kenaikan pendapatan, dapat
digunakan untuk mendanai penambahan volume program/kegiatan
prioritas Kota Depok;

2. Apabila perubahan tersebut terjadi karena penurunan pendapatan, harus
dilakukan rasionalisasi program/kegiatan yang bukan merupakan prioritas
Kota Depok.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan
KUA akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah
Provinsi, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan
pendapatan/belanja/pembiayaan ketika proses pembahasan RAPBD, tanpa
melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA.

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk
dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Depok, 26 Juli 2019

WALI KOTA DEPOK

KH. MOHAMMAD IDRIS
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